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Nama: Dendy Irwansyah, NPM:  21165000414 Judul:  Strategi Partai 
Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Dalam Pemenangan Pilkada 
2017 (Studi di DPC PDI Perjuangan Kabupaten Brebes). Skripsi, Ilmu 
Pemerintahan Universitas Pancasakti Tegal. Pembimbing I: Drs. Sana 
Prabowo, M.Si, dan Pembimbing II: Agus Setio Widodo, M.Si 
Pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu: bagaimana strategi 
politik PDI Perjuangan dalam memenangankan pilkada Kabupaten Brebes 
tahun 2017. Sedangkan tujuan dalam pelaksanaan penelitian ini antara 
lain: untuk mengetahui tentang strategi politik yang dilakukan PDI 
Perjuangan di pilkada Kabuapten Brebes tahun 2017.  
Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah deskriptif 
kualitatif yaitu dengan teknik pengumpulan data dengan menggunakan 
dokumentasi dan wawancara dengan beberapa informan yaitu di 
antaranya, Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Brebes, Wakil Ketua 
Bidang Komunikasi Politik DPC PDI Perjuangan Kabupaten Brebes, dan 
Petugas Sekretariat DPC PDI Perjuangan Kabupaten Brebes. 
Hasil penelitian menggambarkan bahwa strategi kandidat yang 
berupa penjaringan, penyaringan, penetapan, dan pengesahan. Kemudian 
untuk memenangankan sebuah pilkada. Faktor ekonomi menjadi salah satu 
faktor yang paling utama untuk keberlangsungan masa kampanye. 
Kata Kunci : Strategi PDI Perjuangan, Pemenangan Pilkada  
  





Name: Dendy Irwansyah, NPM: 21165000414 Title: Strategy of The 
Indonesian Democratic Party of Struggle (PDIP) In Winning the 2017 
Regional Elections (Study in DPC PDI Perjuangan Brebes Regency). 
Thesis, Government Science Of Pancasakti University Tegal. Supervisor I: 
Drs. Sana Prabowo, M.Si,and Supervisor II: Agus Setio Widodo,M.Si 
The main problem in this research is: how the political strategy of 
PDI Perjuangan in winning the Brebes district elections in 2017. While the 
objectives in the implementation of this research include: to find out about 
the political strategy carried out by PDI Perjuangan in the Brebes 
Kabuapten elections in 2017. 
The research method used by researchers is descriptive qualitative, 
namely by data collection techniques using documentation and interviews 
with several informants, among others, Chairman of DPC PDI Perjuangan Brebes 
Regency, Vice Chairman of Political Communication DPC PDI 
Perjuangan Brebes Regency, and Secretariat Officer of DPC PDI 
Perjuangan Brebes Regency. 
The results illustrate that candidate strategies in the form of 
networking, screening, determination, and authentication. Then to win an 
election. Economic factors become one of the most important factors for 
the continuity of the campaign period. 
Keywords: PDI Perjuangan Strategy, Winning elections 
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BAB I  
PENDAHULUAN 
I.I Latar Belakang 
Seiring berjalannya paham demokrasi yang ada di Indonesia. Dewan 
Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai bagian salah satu dari trias politika yang ada 
di negara ini, untuk pertama kalinya pada Februari 2003 mengeluarkan undang-
undang tentang pemilu  langsung bagi kepala pemerintahan yang tertinggi yaitu 
presiden dan wakil presiden. Kemudian lahir undang-undang No 32 Tahun 2004 
tentang pemerintah daerah yang menjadi landasan hukum diselenggarakannya 
pemilihan kepala daerah (pilkada). Sebelum adanya undang-undang No 32 
Tahun 2004, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).  
Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, dimana 
pada tahun itu juga dilaksanakannya pemilihan secara langsung di Indonesia. 
Dalam pemilihan umum di Indonesia yang sekarang menggunakan sistem 
pemilihan profesional berimbang. 
Pilkada Kabupaten Brebes 2017 diramaikan oleh calon-calon bupati yang 
sangat menarik, baik pasangan nomor urut 2 (Idza Priyanti dan Narjo) sebagai 
petahana yang sudah terbukti di tingkat kabupaten dan pasangan calon  nomor 
urut 1 (Suswono dan Akhmad Muttaqin) yang sudah punya nama di tingkat 
nasional.  
Pada dasarnya, pilkada yang di perebutkan oleh berbagai pihak partai 





bupati dan wakil bupati. Mengingat partai-partai yang ada di Indonesia ini 
sedang dalam keadaan yang sangat panas tidak terkecuali di Brebes. Adanya 
sudah kursi yang akan di perebutkan di Brebes menimbulkan suatu persaingan 
yang sangat kompetitif. Sehingga pilkada yang ada menjadi sangat menarik bagi 
masyarakat yang dahulunya acuh terhadap kondisi politik yang ada. Dengan 
adanya sebuah kompetisi politik yang khas dari masing-masing pasangan calon 
membuat pilkada kabupaten Brebes tahun 2017 ini menjadi bergairah, seperti 
pemilihan presiden di pentas nasional.  
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mendapatkan dukungan 6 
(enam) partai politik untuk mencalonkan nomor urut 2 (dua). Terdiri dari Golkar, 
PKB, PAN, Demokrat, PPP, dan Hanura. Namun anehnya, baik Idza Priyanti dan 
Narjo keduanya adalah kader PDIP. Sedangkan, pasangan calon (paslon) nomor 
urut 1 (satu) Suswanto dan Akhamd Muttaqin. Diusung oleh PKS dan Gerindra
1
. 
Baik calon bupati dan calon bupati dari paslon nomor urut 1 (satu) yaitu kader 
dari masing-masing partai yang mengusungkannya. Tak heran apabila pilkada 
yang ada di kabupaten Brebes memiliki kesamaan strategi politik yang ada di 
pemilihan presiden dan wakil presiden. Dikarenakan pengusung dari masing-
masing paslon ini memiliki kesamaan seperti yang ada di pemilihan presiden. Ini 
membuat pemilihan bupati dan wakil bupati memiliki strategi-strategi politik 
yang menarik. 
 PDI Perjuangn bisa dikatakan selalu ikut dalam pilkada di Kabupaten 
Brebes. Brebes terakhir melaksanakan pilkada yaitu pada 15 Februari 2017. 
                                                          
1
 Gita Dewi Maharani, “Analisis Strategi Marketing Politik Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati 
dalam Pilkada 2017 Kabupaten Brebes Tahun 2017” (Semarang:Departemen Politik dan 





Dalam melakukan sebuah pilkada tentu terdapat sebuah pemilih untuk 
menentukan siapa yang berhak menjadi bupati dan wakil bupati secara 
legitimasi. Menurut KPU kabupaten Brebes sebanyak 1.522.560 Data Pemilih 
Tetap (DPT) yang terdiri atas laki-laki sebanyak 765.753 DPT dan perempuan 
sebanyak 756.507 DPT. Dari DPT tersebut, pemilih dapat melakukan hak 
suaranya di TPS yang berjumlah sebanyak 3.001 TPS yang tersebar di 17 
Kecamatan yang ada di Kabupaten Brebes. 
 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Brebes melaksanakan rapat 
pleno terbuka dengan acara rekapitulasi hasil perhitungan suara pilkada Brebes 
untuk menghasilkan bupati dan wakil bupati Kabupaten Brebes yang 
berlangsung di gedung KOPRI Brebes. 
 Hasil dari rapat pleno yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Brebes 
menghasilkan paslon nomor urut 2 (dua) Idza Priyanti dan Narjo yang 
merupakan petahana berhasil mendapatkan suara lebih banyak dari pada paslon 
nomor urut 1 (satu) Suswanto dan Ahmad Mustaqqin. Diketahui paslon nomor 
urut 1 (satu) mendapatkan suara sebanyak 548.621 suara dari jumlah suara sah 
sebanyak 818.657 atau 67,2%. Sedangkan, paslon nomor urut 1 (satu) hanya 




 Jika melihat apa yang ada diatas maka ada hal yang menarik untuk 
dibahas menjadikan sebuah penelitian. Karena kuasaan otonomi daerah ini yang 
berpengaruh terhadap kemajuan daerah yang akan mereka pimpin di kemudian 
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012.329305/2017 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil 





hari. Sebagaimana kita lihat diatas, dengan adanya kompetisi yang sangat 
kompetitif dari berbagai macam partai politik yang di bagi menjadi 2 (dua) 
kelempok besar, terdiiri dari PDI Perjuangan dan partai pendukungnya, 
sedangkan di lain sisi ada PKS dan Gerindra sebagai kekuatan lawannya.  
 Walaupun PKS dan Gerindra sudah melakukan strategi politiknya sudah 
mencapai maksimal. Namun, seakan-akan semuanya tidak berguna jika lawan 
politiknya adalah PID Perjuangan. Khususnya di Kabupaten Brebes.  
 Sedangkan, jika kita melihat agama yang dianut masyarakat Brebes 
mayoritas adalah beragama Islam dengan jumlah 1.892.940 menurut, Badan 
Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Brebes pada 2019. Dari total jumlah penganut 
agama Islam di Kabupaten Brebes kita bisa melihat bagaimana superiornya PDI 
Perjungan di Brebes ini. di karenakan lawan yang mereka hadapi adalah partai 
yang berbau agamis. Sedangkan jika kita cermati, PDI Perjuangan adalah salah 
satu partai yang memiliki ideologi nasionalis. Yang notabenenya adalah partai 
yang bukan dari golongan agamis.  
 Sementara apabila kita melihat lawan politiknya dari paslon nomor urut 1 
(satu) adalah dari salah satu partai dari golongan agamis. Tetapi faktor dari 
masyarakat Brebes yang terdiri beragama Islam bukan menjadi sebuah jaminan 
untuk menenangkan pilkada di Kabupaten Brebes ini. lantas apa yang 
menjadikan PDI Perjungan ini sebagai partai yang sangat-sangat dominan di 
Kabupaten Brebes.  
 Hal yang dianggap PDI Perjuangan menjadi sangat dominan di 
Kabupaten Brebes disebabkan oleh beberapa faktor. Dan faktor yang sangat 





 Dengan uraian diatas, maka PDI Perjuangan di Kabupaten Brebes sangat 
memiliki kuasaan di semua lini pemerintahan. Artinya, bagaimana PDI 
Perjuangan melakukan strategi untuk bertahan menjadi kekuatan partai politik di 
Kabupaten Brebes. Maka berdasarkan hal itu penelitian ini diberi judul 
“STRATEGI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP) 







I.II Rumusan Masalah. 
Merujuk pada uraian di atas, dapat dilihat bahwa sampai sekarang strategi 
yang sudah dilakukan oleh PDI Perjuangan masih menjadi partai politik dominan 
di Kabupaten Brebes. Maka dari itu. berdasarkan latar belakang di atas, maka 
perumusan masalah sebagai berikut: 
Bagaimana strategi politik PDI Perjuangan dalam memenangkan pilkada 
Kabupaten Brebes tahun 2017? 
I.III Tujuan Penelitian  
Sehubungan dengan pemaparan latar belakang dan juga rumusan masalah 
dalam penelitian ini, maka tujuan penelitian ini adalah : 
Untuk mengetahui tentang strategi politik yang di lakukan PDI Perjuangan di 
pilkada Kabupaten Brebes tahun 2017 
I.IV Manfaat Penelitian 
Hasil dari penelitian ini diharapakan memiliki manfaat dikemudian hari baik 
secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut: 
a. Manfaat Teoritis 
Hasil dari penelitian ini penyusun dapat memberikan pemikiran secara 
referensi bagi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik universitas Pancasakti 
Tegal, serta dapat menjadi sebuah acuan dikemudian hari khususnya 
mengenai strategi pemenangan. 
b. Manfaat Praktis 
Bagi masyarakat yang ingn terjun ke ranah politik,baik di Brebes dan 





seseorang yang ingin melakuakn strategi pemenangannya baik 




BAB II  
TINJAUAN PUSTAKA 
II.I Penelitian Terdahulu 
Setelah melakukan observasi berkali-kali, peneliti  menemukan beberapa 
literatur yang memiliki pokok pembahasan yang sama dengan apa yang ada di 
dalam penelitian ini. Literatur yang sudah di temukan oleh penyusun terdapat 
persamaan yang memiliki sebuah permasalahan-permasalah mengenai strategi 
partai politik. Literatur yang membahas pokok permasalahan mengenai strategi 
partai politik antara lain sebagai berikut: 
Anggun Sabatina Tarikh, FISIP. UPS Tegal, 2009, Strategi Kampanye 
Calon Anggota Legislatif Perempuan Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2009 Di 
Kabupaten Brebes. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif. Hasil 
penelitian tersebut menghasilkan bahwa strategi blusukan yang di digunakan oleh 
caleg yang sudah terpilih, turun langsung ke lapisan masyarakat, langsung 
melakukan intraksi di lapangan, melakukan perkenalan dan nyampaikan maksud 
dan tujuan untuk meminta dukungan dengan jangka waktu yang cukup lama yang 
dilakukan oleh para caleg. Sedangkan untuk caleg yang tidak terpilih strategi 
blusukan, yang digunakan tidak memliki pilihan dengan melakukan intraksi 
langsung ke masyarakat. Mendatangi ormas, kelompok tani, adapun program yang 
dilakukan menggunakan foto copy agar tidak menyakinkan masyarakat membuat 
strategi blusukan tidak efektif. 
Hilda Wahyu Ariska Putri, FISIP, UPS Tegal, 2019. Strategi Komunikasi 
Partai-Partai Dalam Memenangankan Pemilihan Bupati Brebes Tahun 2017. Tipe 





digunakan adalah interview. Penelitian ini menghasilkan bahwa strategi 
komunikasi partai-partai dalam memenangankan pemilihan bupati di Kabupaten 
Brebes adanya suatu kecenderungan melakukan kerja sama koalisi antara paslon 
yang merupakan kader partai PDI Perjungan itu sendiri dan atas musyawarah 
anggota koalis, yaitu partai pengusung dengan melalaui sebuah rapat yang di 
lakukan secara bersamaan dan memiliki satu tujuan yang sama, dalam permasalah 
ini partai pengusung tidak serta merta merima sebagai partai pengusung pasangan 
pemenang dari Idza-Narjo. Dengan melakukan rapat tertututp dan rapat terbuka 
dengan menyampaikan visi dan misi program calon pemanang yang dianggap 
pantas, logis dan masuk akal untuk partai pengusung maka partai pengusung 
menerima untuk berkoalisi bersama dalam kemanangan pemilihan bupati Brebes 





II.II Kerangka Teori 
 II.II.I  Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah  
Pengertian pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah berdasarkan 
Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 6 Tahun 2005 
tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah 
dan Wakil Kepala Daerah  juncto Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 
tentang Perubahan atas PP Nomor 6 Tahun 2005 adalah : “sarana pelaksanaan 
kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi atau Kabupaten/Kota berdasarkan Pancasila 
dan UUD Tahun 1945 untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah”. 
Joko J. Prihantoro menyatakan bahwa : “Pemilihan Kepala Daerah merupakan 
rekrutmen politik yaitu penyeleksian rakyat terhadap tokoh-tokoh maupun 
bupati/wakil bupati atau walikota/wakil walikota”.  
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Peserta pilkada adalah 
pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. 
Ketentuan ini diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang 
menyatakan bahwa “peserta pilkada juga dapat berasal dari pasangan calon 
perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang”. Undang-Undang ini 
menindaklanjuti keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan 
beberapa pasal menyangkut peserta pilkada dalam Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004. Ada beberapa aspek untuk melakukan pilkada, antara lain dua aspek 
ini yang sangat berpengaruh terhadap ke langsungan pelaksanaan pilkada di 







1. Profesionalitas  
Profesionalitas menurut KBBI adalah kemampuan untuk bertindak 
secara profesional. aspek profesionalitas aspek yang menjadi tantangan 
untuk menyelenggaran sebuah pilkada. Prinsip dari aspek profesionalitas 
yang dilanggar dapat menyentuh persentase 66%. 
Agar tetap menjaga kedaulatan rakyat tetap berada dalam penyelenggaraan 
pemilu, UUD 1945 pasca perubahan perkenalan sebuh lembaga 
profesional khusus menangani pilkada. Adapun nama dari lembaga 
profesional itu adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Brebes.  
2. Elektabilitas  
Sugiyono (2008), elektabiltas adalah ketertarikan seseorang dalam 
memilih. Elektabilitas merupakan tingkat keterpilihan yang disesuaikan 
dengan kriteria pilihan. Elektabilitas partai politik berarti tingkat 
keterpilihan partai politik di publik. Elektabilitas partai tertinggi berarti 
partai tersebut memiliki daya pilih yang tinggi. Untuk memenuhi kriteria 
keterpilihan dan juga populer.  
Dari pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pilkada 
merupakan salah satu proses regenerasi politik yang ada di daerah, dan 
dalam pilkada ada 2 (dua) aspek yang penting. Yaitu profesionalitas dan 








Menurut Stephanie K. Marrus (Husein Umar 2001:16) strategi adalah suatu 
proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus dengan tujuan 
jangka panjangnya organiasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya agar 
tujuan tersebut dapa dicapai. 
Arnold Steinberg, Strategi merupakan rencana untuk melakukan tindak. 
Perencaan dan pelaksaan dalam melakukan strategi dapat mempengaruhi 
keberhasilan  dan kegagalan strategi pada akhirnya. Carl Von Clausewitz 
mengemukan bahwa perbedaan antara taktik dan strategi adalah sebagai berikut: “ 
taktik adalah bagaimana seni dalam menggunakan berbagai macam senjata yang 
digunakan dalam pertempuran yang bermaksud untuk memenangkan peperangan 
dan tujuan dari sebuah perang adalah untuk mendapatkan perdamaian bagi 
masyarakat itu sendiri. Rencana jangka pendek ini disebut juga strategi. Dalam 
strategi ini memiliki tujuan-tujuan dalam rencana jangka pendek dapat dicapai 
melalui taktik. Tanpa sebuah strategi,taktik tidak memiliki kegunaan sama 
sekali,justru hanya menjadi sebuah bebas.  
Selanjutnya pengertian setrategi yang di kemukankan oleh Rangkuit (2009:3) 
strategi merupakan “alat untuk mencapai sebuah tujuan” jadi strategi yang di 
maksud oleh Rangkuit yaitu alat untuk melakukan sesuatu rancangan dalam 
pencapaian sebuah tujuan yang sudah dirancanakan dari awal. 
Menurut Winardi (Entrepreneur Dan Enterpreneurship 2003: 12) strategi 
sebagai rencana merupakan langkah-langkah dalam melakukan sebuah rencana 





sudah di targetkan, konsep ini sama dengan sebuah konsep perencanaan. Adapun 
pengertian strategi sebagai taktik adalah sebuah manover sfesifik yang berjutuan 
untuk membohongi pihak lawan. 
Michael Amstrong (2003:39) mendefinisikan strategi sebagai pernyataan 
mengenai cita-cita organisasi, kemana arah perginya dan luasnya arah yang akan 
dituju. Strategi menentukan akan arah yang akan ditempuh oleh organisasi dalam 
kaitannya dengan lingkungan dalam rangka mencapai keunggulan yang kompetitif 
berkelanjutan. Strategi ialah deklarasi yang mendefisikan cara untuk memperoleh 
tujuan. Dan memperhatikan lokasi sumber daya organisasi yang penting untuk 
jangka panjang dan mencocokan sumber daya serta kapabilitas dengan lingkungan 
eksternal. Strategi merupakanperspektif, dimana isu krisis atau faktor keberhasilan 
dapat dibicarakan, serta keputusan strategik bertujuan supaya Dampak cukup 
besar serta jangka panjang kepada keberhasilah organisasi. Michael 
Amstrongn(2003:39-42) menjelaskan 3 konsep utama strategi, yaitu antara lain :  
1. Keunggulan kompetitif 
Keunggulan kompetitif muncul karena sebuah organisasi yang 
menciptakana nilai untuk pelangganya. Untuk melalui itu, organisasi 
memlih pasar dimana mereka dapat ungguldan menjadi sasaran 
bergerak bagi lawannya serta selanjutnya memperbaiki posisi mereka. 
2. Kapabilitas Khusus  
Kapabilitas khusus merupakan karakteristik yang bisa ditiru oleh 







3. Kesesuaian Strategi  
Konsepnya adalah memaksimalkan keunggulan kompetitif organisasi, 
maka harus menyesuiakan kapabilitas sumber daya yang ada dengan 
melihat peluang di lingkungan eksternal.  
Dari sekian banyak defisini diatas, maka dapat disimpulkan bahwa strategi 
adalah serangkaian proses atau cara-cara untuk mencapai tujuan dengan 
menggunakan sebuah perencanaan yang sangat matang di awal. Demikian hal 
dalam strategi pemenangan PDIP untuk pilkada tahun 2017 di Kabupaten Brebes.  
II.II.III KOMUNIKASI 
Dalam dunia strategi kita harus memiliki prinsip yang sangat kuat,yaitu 
“sesuatu yang paling berarti adalah bagaimana kita mengetahui apa yang akan 
dilakukan oleh musuh kita,dan kita segera melakukannya lebih dulu dari pada dia” 
Menurut Aristoteles (385-322) yang di tulis di buku Rethoric menyatakan 
bahwa komunikasi dengan menekankan “siapa mengatakan apa kepada siapa”. 
Definisi yang dipikirkan Aristoteles ini sangatlah sederhana, namun dia telah 
mengilhami seorang ahli politik yang bernama Harold D. Lasswell (1948), dengan 
mencoba membuat pengertian komunikasi yang lebih sempurna dengan 
merumuskan “SIAPA mengatakan APA, MELALUI apa, KEPADA siapa dan apa 
AKIBATNYA”’ 
Komunikasi yaitu transaksi, dalam proses simbolik yang dihendaki 
seseorang yang mengatur lingkungan dengan membangun hubungan antara 





tingkah laku orang banyak, serta berusaha mengubah sikap dan tingkah lakunya. 
(BOOK, 1980) 
Rogers & D. Lawrence Kincaid (1981) bahwa komunikasi adalah suatu 
proses dimana dua orang atau lebih membentuk atau melaksanakan informasi 
dengan satu sama lainnya, yang pada gilirannya akan tiba pada saling 
pengertianyang mendalam. 
joseph de Vito, K. Sereno & Erika Vora mengagap bahwa faktor 
lingkungan adalah unsur yang sangat penting dalam mendukung terjadinya 




      LINGKUNGAN 
Bagan.2.1. Unsur-unsur proses komunikasi 
Sumber : Pengantar Ilmu Komunikasi, Prof.Dr.H. Hafied Cangara, M.Sc. 
Dalam komunikasi antar manusia, sumber tediri dari satu orang, namun 
terkadang juga dapat dalam bentuk kelompok seperti, partai, organisasi atau 
lembaga. Sumber disebut pengirim, komunikator atau aource, atau encorder. 
1. Komunikator  
Seseorang atau orang yang menyampaikan dan memahami sebuah 














2. Pesan  
Sesuatu yang disampaikan pengirim kepada penerima secara tatap 
muka atau melalui media komunikasi. 
3. Media  
Media adalah alat untuk memindahkan pesan dari sumber kepada 
penerima dan berbagainya,ini yang di maksud dengan media disini. 
4. Penerima  
Sasaran adalah pihak yang dituju untuk menerima pesan yang dikirim 
oleh sumber. Penerima bisa terdiri dari sutu orang maupun banyak 
sekaligus. 
5. Pengaruh  
Pengaruh yaitu perbedaan antara apa yang pikiran, dirasakan, dan 
dilakukan oleh penerima sebelumnya dan sesudah menerima pesan. 
Pengaruh dapat terjadi pada pengetahuan, sikap dan tingkah laku 
seseorang (De Fleur, 1982) 
6. Tanggapan balik 
Umpan balik adalah salah satu bentuk dari pengaruh yang berasal dari 
penerima. Tetapi sebenarnya umpan balik berasal dari unsur selain 
penerima, yaitu pesan dan media, meski pesan belum sampai pada 
penerima atau mengalami adanya gangguan sebelum sampai ke tujuan. 
Ini semua menjadi tanggapan balik yang diterima oleh sumber. 





Lingkungan adalah faktor yang tentu dapat mempengaruhi jalannya 
komunikasi. Faktor ini dapat di golongkan atas empat macam,yaitu : 
a. Lingkungan fisik : letak geografis 
b. Lengkungan sosial : menunjukan faktor sosial budaya, ekonomi 
dan politik 
c. Lingkungan psikologis : pertimbangan kejiwaan yang digunakan 
dalam berkomunikasi. 
a. Strategi komunikasi politik 
Strategi komunikasi politik pada intinya adalah sebuah langkah-langkah 
atau step dalam melakukan komunikasi politik yang berkaitan dengan pembuatan, 
penyebarluasan , penerimaan, dan dampak-dampak informasi berkontek politik, 
baik melalui interaksi antar manusiamaupun media massa. Strategi komunikasi 
politik yaitu bagaimana proses yang terjadi didalam pemenangan atau 
pertaruangan politik yang dilakukan oleh partai politik atau secara langsung oleh 
calon legislatif maupun calon pemimpin pusat atau daerah yang menghendaki 
kekuasaan dan pengaruh sebesar-besarnya di tengah masyarakat sebagai 
konstituennya. (Zein:2008;99) 
Penetapan strategi dalam kampanye politik merupakan suatu langkah yang 
memerlukan penanganan secara kompleks, sebab jika salah atau keliru akan 
berpengaruh terutama dari segi waktu, materi dan tenaga. Inti utama dalam 
kampanye pemilihan kepala daerah adalah membawa calon yang didukung oleh 
partai politik atau simpatisan untuk menduduki jabatan yang diperebutkan melalui 





dapat tercapai maka dibutuhkan strategi khusus dalam kampanye. Terdapat empat 
strategi dalam konteks kampanye menurut Cangara (2008:290). 
1. Terdapat Komunikator 
Sebagai pelaku utama dalam aktifitas komunikasi, peran 
seorang komunikator disini sangat berpengaruh penting. Untuk 
itu komunikator sebagai juru kampanye harus trampil 
berkomunikasi, kaya ide dan mempunyai kreatifitas tinggi. 
 
2. Menetapkan Target Sasaran  
Dalam studi komunikasi target yang menjadi sasaran 
disebut juga dengan khalayak. Memahami masyarakat, 
terutama yang akan menjadi fokus target sasaran dalam 
kampanye merupakan hal yang sangat penting. Sebab hal yang 
menyangkut aktifitas kampanye diarahkan kepada mereka. 
Karena merekalah yang dapat menentukan keberhasilan atau 
tidaknya suatu kampanye sebab bagimanapun biaya, tenaga dan 
meteri yang di keluarkan untuk mempengaruhi mereka, tetapi 
jika mereka tidak memberikan suara kepada partai atau calon 
yang di perkenalkan maka kampanye akan menjadi percuma. 
 
3. Menyusun Pesan-pesan Kampanye 
Untuk merumuskan dan meyusun pesan yang mengena dan 





a. Harus menguasai penuh pesan terlebih dahulu yang akan 
disampaikan, termasuk penyusunan. 
b. Mampu mengemukakan argumentasi yang logis. Sehingga 
dapat menyampaikan alasan berupa fakta dan pendapat 
yang mendukung materi yang di sajikan. 
c. Mempunyai kemampuan untuk membuat intonasi bahasa 
(vocal) serta gerak tubuh yang bisa membuat menarik 
perhatian pendengarnya. 
d. Memiliki kemampuan untuk membubui pesan humor untuk 
menarik perhatian pendengar. Penyampaian pesan terdiri 
dari 3 jenis yaitu berupa bentuk yang informative,pesan 
persuasive, dan pesan propaganda. 
 
4. Media  
Dalam dunia politik, media memiliki keterlibatan dalam 
hiruk-pikuk berpolitik. Partai politik jelas sangat membutuhkan 
media massa, karena melalui media massalah pesan politik 
akan disalurkan secara luas. Sementara itu, ada penelitian lain 
yang membuktikan secara komunikasi, psikologi,dan sosiologi 
menyatakan sudut pandang manusia dapat ditentukan oleh jenis 
dan volume yang mereka terima. Ketika kekuatan antar partai 
politik ingin mendiskreditkan imege politik lawan, yang harus 
dilakukan cukup dengan meinformasikan mengenai hal-hal 





kita ingin membentuk suatu image baik kepada publik, cukup 
menggunakan media massa dengan menginformasikan hal-hal 
positif dari suatu partai atau kandidatnya. Mengingat tujuan 
utama dari komunikasi pesan, program kerja partai, pencitraan 
merupakan bentuk opini publik. Semakin banyak massa yang 
dapat di jaring oleh media massa, maka semakin strategis arti 
media massa itu sendiri. Jika partai politik bermusuhan dengan 
media massa adalah sesuatu hal yang paling tragis dalam dunia 
politik sekarang ini, mengingat mitra strategis itu adalah media 
massa yang dapat membantu mereka untuk melakukan 
komukasi politik.   
Strategi komunikasi poilitik yang digunakan sangat 
beragam, mulai melalui promosi secara tidak langsung (bellow 
the line) seperti banner, flyer, pamflet, brosur, katalog, maupun 
pameran. Sedangakan promosi secara langsung (above the line) 
meliputi televisi, radio, surat kabar, internet atau media sosial.  
 
b. Strategi Positioning Politik 
Strategi positioning politik merupakan adalah salah satu hal yang paling 
penting untuk dilakukan oleh organisasi politik karena beberapa hal. Pertama. 
Strategi positioning politik jelas akan mambantu pemilih untuk menentukan siapa 
yang akan mereka pilih nantinya. Kedua, positioning politik yang jelas dalam 
organisasi membantu anggota partai politik itu sendiri melakukan pembentukan 





mereka melakukan penyusunan strategi dalam approach mereka ke masyarakat. 
Keempat, dengan positioning yang jelas pula akan membantu dalam mengarahkan 
jenis sumber daya politik apa yang dibutuhkan. Partai politik merupakan suatu 
entitas yang memiliki landasan ideologis tertentu dan jelas. Tetapi tidak selalu 
ideologi, terdapat beberapa hal yang perlu di perhatikan dalam penyusunan dalam 
strategi positioning politik. Berikut hal-hal yang di jelaskan menjadi beberapa 
bagian : 
1. Positioning Politik 
Menurut Ries & Trout (1981) positioning dalam marketing 
merupakan semua aktivitas yang menanamkan kesan di benak konsumen 
agar kosumen dapat membedakan produk dan jasa yang dihasilkan oleh 
sebuah organisasi. Menanamlan suatu image produk dan jasa dalam diri 
masyarakat tidak selalu mengenai dengan produk dan jasa saja, karena 
secara keseluruhan organisasi perusahaan secara menyeluruh juga 
ditanamkan dalam diri konsumen. Hal ini yang membuat kredibilitas dan 
reputasi dapat digunakan untuk melakukan sebuah positiong. 
 Masing-masing dari partai politik harus memiliki upaya menjadi 
partai yang dominan dan mengusai benak masyarakat. Posisi yang kuat 
dari partai politik dalam benak masyarakat membuat suatu partai politik 
salalu menjadi iangatan di masyarakat dan menjadi referensi dari 
masyarakat ketika mereka kebingungan untuk mendapatkan pilihan 
politik. Masalah yang sangat mendasar dari sebuah positioning adalah 





image mengenai politiknya terdiri dari kinerja partai, isu politik dan image 
kepemimpinan. 
2. Segmentasi dan Positioning politik 
Bentuk pembaruan marketing-mix harus selalu memperhitungkan 
segmen dan lapisan-lapisan masyarakt yang akan dimasuki. Dari lapisan 
masyarakat yang ada memiliki karakteristik yang berbeda satu sama lain. 
Dari setiap karakteristik menuntut pendekatan berbeda. Sehingga aktivitas 
segmentasi masyarakat perlu dilakukan karena untuk mengetahui 
karakteristik yang ada di masyarakat sekaligus untuk mengembangkan 
pendekatan yang sesuai. Menggunakan pedekatan market sebaik harus 
sesuai dengan (fit) dan populasi yang akan dituju.  
Segementasi atau pemetaan sangat penting dilakukan karena 
institusi politik diharapkan dapat hadir dalam setiap karakteristik 
pemilihan. Mengenai hadir ataupun tidaknya institusi politik selalu akan 
menjadi sebuah keberadaan fisiknya di tengah-tengah masyarakat.  
Smith dan Hirst (2001) mengatakan bahwa oraganisasi politik 
harus melakukan segmentasi politik. Perlunya segmentasi dikarenakan 
oleh beberapa hal berikut ini menurut mereka. Pertama, tidak semua 
segmen yang ada dimasuki. Hanya berupa segmen yang memiliki ukuran 
dan jumlah yang signifikan yang sebaiknya diperhatian. Kedua, sumber 
daya partai politik bukanlah tidak terbatas. Ketiga, mengenai efektivitas 
program komunikasi yang mereka lakukan. Keempat, segmentasi ini perlu 





Mengenai segmentasi dengan positioning adalah sebuah 2 (dua) hal 
yang sangat sulit untuk dipisahkan satu sama lain. Positioning tidak akan 
dapat dilakukan tanpa adanya sebuah segmentasi politik. Pendekatan yang 
dilakukan oleh partai politik tidak dapat dilakukan dengan hanya satu 
individu. Pendekatan yang dilakukan secara bersamaan terhadap lapisan-
lapisan masyarakat. Untuk memudahkan dalam mengkomunikasikan 
dengan masyarakat,maka lapisan-masyarakat yang terdiri dari individu 
yang harus mempunya sebuah ciri, kepribadian, harapan, aspirasi dan 
tujuan yang kurang lebihnya sama.  
 
Tahap 1   Tahap 2   Tahap 3 






Bagan.2.2.  Segmentasi dan Positioning Politik 
3. Analisi pemilih 
Menurut Smith & Hirst (2001) positioning yang akan ditanamkan 































tidak memahami dan mengetahui dengan baik baik siapakah pemilih dan 
masyarakat luas yang menjadi target audiensi mereka. Mengingat 
masyarakat sangat heterogen, meskipun heterogenitas masyarakat bisa 
dilihat dari elemen-elemen penyusun dan dari mereka melakukan 
interaksi. 
 Cara pemilih dalam menentukan sebuah pilihannya tidak semudah 
membalikan tangan dan dapat di reduksi dalam satu model. Kalangan 
akademisi sudah melakukan sebuah rumusan yang berusaha memahami 
mengapa seseorang lebih memilih calon A ketimbang calon B.  
 Dalam analisis pemilih terdapat 2 (dua) karakteristik pemilih, yaitu 
rasionalistas dan tradisionalitas. Kecenderungan penempatan diskursus 
rasionalitas dan tradisional dalam lingkup satu spektrum. Jika realitas 
memiliki kelompok-kelompok yang cenderung ke arah rasional, sedangan 
ada juga kelompok yang cenderung ke arah tradisional. Klasifikasi 
mengenai 2 (dua) dimensi ini muncul karena adanya perbedaan kadar 
dalam menganut kedua ciri tersebut. Strategi positioning politik yang 
membedakan kadar rasionalitas dan tradisionalitas pemilih. 
A. Rasionalitas pemilih 
Adanya kelompok masyarakat yang lebih mementingkan 
rasionalitas dalam menentukan siapa yang dipilih oleh mereka (Evans 
& Over, 1996. 1997. Chator ot al) 
(Gigerenzer & Goldstein, 1996: Lindenberg, 1985) mengutarakan 
jika raionalitas paling tidaknya mempunyai kelompok-kelompoknya 





rasionalitas bisa terjadi jika individu atau kelompok menggunakan apa 
itu sebuah proses yang dinamalan proses pengambilan keputusan 
(decision-making-process). Dalam hal ini bahwa sebuah pengambilan 
keputusan melalui seuatu proses yang terdiri dari berbagai tahapan 
meliputi identifikasi masalah, analisis situasi, penyusunan solusi, 
memilih solusi, dan implementasinya. Kedua, rasional juga dapat 
diartikan sebagai mempergunakan sebuah kalkulasi. Dari setiap 
indivdu-individu yang ada harus memiliki kepentingan (interest) 
tertentu. Karena itu, sebagai makhluk yang rasional maka ia berusaha 
memaksimalkan kepentingannya sendiri. Ketika bertambah kalkulasi 
dan semaksimal mungkin mengenai kepentingannya,maka individu 
tersebut semakin rasional. Ketiga, rasionalitas pemilih dapat 
bersumber dari muatan yang menjadi pertimbangan dari awal 
prosesnya sampai pengambilan keputusan. Mitos, takhayul, dan kultus 
adalah hal yang jelas tidak rasional, tapi bisa menjadi sebuah 
pertimbangan. Muatan yang rasional adalah hal yang dapat diukur, 
dapat dipertanggungjawabkan, dapat dibuktikan secara empiris dan 
logis pula. Semakin hal tersebut menjadi sebuah keputusan oleh 
pemilih,maka pemilih itu semakin rasional. Sedangkan jika 
pertimbangannya berupa mitos, takhayul, dan kultus maka pemilihnya 
semakin tradisional. 
1) Arah Kebijakan Politik 
Arah kebijakan yang dimaksud adalah sebuah ide,gagasan, 





menghadapi tantangan dan peluang di kemudian hari. Arah 
kebijakan yang baik adalah sebuah kebijakan yang dibuat tidak 
hanya untuk internal saja,tetapi juga kebijakan itu penting 
untuk masyarakat. 
Misi, visi, dan rencana dalam jangka yang panjang dari 
kandidat maupun partai politik merupakan elemen yang dapat 
menggagambarkan kondisi apa yang ingin mereka wujudkan. 
Jika pemilih rasional maka pemilih akan menganalisis kandidat 
mana pernyataan yang riil. Arah kebijakan politik tentu meliki 
kedekatan antara pemilih,kandidat, dan partai politik. Semakin 
dekatan kebijakan politik yang mereka buat maka pemilih akan 
cenderung memilihnya. 
2) Solusi Yang Ditawarkan 
Pemilih yang rasional cenderung memiliki perhatian yang 
lebih terhadap solusi yang di tawarkan oleh kandidat dan partai 
politik. Dalam kehidupan kita bermasyarakat terdapat banyak 
sekali beragam permasalah yang dihadapi. Permasalahan itu 
adalah ekonomi, sosial-budaya, politik, pertahanan, keamanan, 
pendidikan, kesejahteraan, serta kesehatan. Dari periode ini 
akan muncul permasalahan yang menuntut untuk segara 
menentukan langkah-langkah pemecahannya. 
Namun, tidak cukup melalui tindakan itu belaka. 
Pemecahan atas permasalahan sosial merupakan hal yang 





konstitue agar mau menjadi anggota dalam partai, akan 
memberikan boobrap tawaran layanan yang secara langsung 
memberi manfaat bagi individu yang mau menjadi kadernya. 
3) Ikatan Rasional 
Pemilih yang rasional cenderung meliki ikanatan yang 
rasional pula dengan kandidat atau pertai yang mereka pilih. 
Karateriktik dalam ikatan rasional. Pertama, ikatan rasional itu 
memiliki sifat yang sementara. Kedua, jenis pemilih rasional 
adalah seseorang pemilih yang mempunyai daya kritis. Ketiga, 
pemilih ini cenderung velatile dan tidak memiliki sebuah 
loyalitas yang tinggi terhadap partai politik dan kandidat 
tertentu. 
B. Tradisonalitas Pemilih 
Brennan & Hhamlin, 2000; Brennan & lomasky, 1993) mengenai 
sedikitya biaya dan tidak ada efek signifikan mengenai kepentingan si 
pemilih mengidentifikasikan bahwa keputusan memilih lebih di 
motivasi oleh kenyakinan moral (moral beliefs) atau menifestasi 
dukungan politik, ketimbang mengenai kalkulasi sistematis 
pertimbangan untuk memuaskan kepentingan pribadinya (self-
interest) si pengambil keputusan.  
Keabsahan pendekatan rasionalitas klasik mengenai prilaku pemilih 
ketika pemilih partai politik atau kandidat selama pemilu mendapat 
tentangan dari (Green & Shapiro, 1994). Mereka berdua, menemukan 





ini. Pertama, pendekatan tidak memperhitungkan bahwa seorang 
individu, sebagai aktor politik, dapat menganalisis dan mengambil 
sebuah keputusan berdasarkan alasan non-rasional. Kedua, dalam 
banyaknya sebuah kasus, terdapat alasan mengenai non-rasional-
ekomis seperti prtimbangan (judgement), intuisi, emosi, kesukaan, 
loyalitas, budaya, norma, agama, dan sebuah kondisi sosial yang dapat 
memberikan gambaran lebih lengkap dan perilaku pemilih. Ketiga, 
individu adalah produk sosdial yang dibentuk dan berkembang 
melalui interaksi sosial. Rasionalitas individu merunut perspektif ini, 
merupakan sebuah dari turunan dari rasionalitas masyarakat. Apa 
yang dianggap benar dan salah dalam masyarakat akan dianggap 
benar dan salah pleh individu. 
Dalam dunia politik tidak semuanya bersifat rasional dan logis. 
Bahkan sebagian besar fenomena yang ada dalam kancah satu ini 
dipenuhi oleh irasionalitas, suatu ciri yang sepenuhnya bertolak 
belakang. Fanatisme pemilih atas suatu partai politik atau kandidat 
tidak akan dapat dijelaskan dari sudut pandang rasionalitas. Untuk itu, 
akan dibentangkan beberapa hal mengenai karakteristik pemilih 
tradisional.  
1) Mitos dan Simbol 
Pemilih tradisional cenderung memiliki ketertarikan dengan 
hal-hal yang bersifat mitos. Mitos yang dimaksud adalah hal 





individu atau kelompok yang sebenarnya sulit dibuktikan 
kebenarannya. 
Mitos timbuh dan berkembang karena menggunakan 
simbol-simbol yang menjadi penompak dari mitos tersebut. 
Simbol-simbol tersebut tersebut merupakan instrumen yang 
mutlak ada agar sebuah mitos tetap terjaga. Dengan adanya 
mitos tersebut, masyarakat dibuat untuk membuat individu 
memiliki sifat dan kemampuan yang diatas manusia normal, 
sehingga menarik untuk dipilih.  
2) Garis Primordialisme 
Garis primordialisme adalah salah satu dari tradisonalisme 
pemilih. Ikatan kedaerahan yaitu tidak melihat kompetensi, 
pengetahuan,  dan keahlian kandidat, pemilih sering kali lebih 
mengutamakan kandidat yang meliki hubungan darah dengan 
orang yang mereka hormati atau berasal dari asal si pemilih. 
Meskipun ikatan promordial sudah sedikit ditemukan,tetapi 
masih cukup banyak yang memilih dari garis primordial ini.  
 Ikatan kedaerahan nyatanya masih merupakan peikat yang 
cukup eksis. Terkadang pemilih mempunyai rasa tidak rela jika 
kandidat tidak berasal dari daerah yang sama walaupun 
kandidat itu tidak kompeten sekalipun. Hal ini yang membuat 
potensi kerugian mengenai perkembangan daerah tersebut. 
Dengan model-model semacam ini maka dengan kata lain 





kemampuan diatas rata-rata yang di karenakan hanya 
permasalahan daerah saja.  
3) Afektif  
Perasaan suka ataupun tidak suka adalah indikasi adanya 
proses afektif. Proses afektif didasari sebuah pengalaman di 
masalau atau stereotipe yang berkembang di masyarakat. 
Pemilih model ini lebih cenderung pada kondisi emosi 
dibandingkan logikanya. Pemilih akan mendukung partai 
politik yang mereka sukai, walaupun mereka sadar ada yang 
lebih baik dari partai tersebut. 
Rasa senang, benci, dendam, romantisme, dan rindu tentang 
daerah kelahiran juga akan menentukan partai politik apa yang 
akan didukung. Pemimpin partai sangat menentukan dan 
membangkitkan emosi dan perasaan dari pemilih mengenai isu-
isu nasional seperti kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat. 
Yang utama disini bukan masalah logika dan rasio untuk 
menyelesaikan permasalahan, tetapi bagaimana masyarakat 
merasakan dan seolah-olah mengalami penderitaan yang 
diamali oleh bangsanya.  
4) Ikatan Emosional 
Hubungan kedekatan yang bersifat emosional dari kandidat 
dan pemilih lebih penting ketimbang rasional. Ikatan emosional 
bersifat lebih dalam dan stabil. Pertimbangan logis dan empiris 





Ikatan emosional tidak mudah di pengaruhi dan diubah begitu 
saja. Harus ada beberapa pristiwa yang dratis dan personal 
untuk memutuskan ikatan emosional. 
Hubungan emosional dapat dieksploitasi di dalam politik. 
Dapat dikatakan jenis ikatan ini sangat stabil dan sulit untuk 
digoyahkan oleh pesaing, dan ketika keadaanya kacau dan rugi 
sekalipun. Namun ada image kepuasaan dan kekecewaan dalam 
benak masyarakat. Karena terdapat realisasi harapan yang tidak 
kunjung datang dari partai politik.  
5) Kepuasaan Pemilih  
Kepuasaan yaitu demensi yang relatif. Relativitas kepuasan 
sendiri ditentukan oleh perbandingan harapan dan realisasi. 
Kepuasaan pemilih adalah sbuah konstruk yang relatif. 
Semuanya tentang harapan besar dari awal pemilihan. Jika 
harapan itu lebih tinggi dengan realisasi yang diberikan oleh 
kandidat, maka pemilih jelas akan kecewa, tetapi jika harapan 
dari pemilih lebih kecil dari realisai, maka pemilih akan merasa 
puas. Jika harapannya tidak jauh dari realisasi, maka pemilih 
kadang melihatnya dengan situasi yang positif. Karena, dimensi 
kepuasaan masyarakat bersifat subjektif bukan objektif. Janji 
dan harapan bukan sesuatu yang penting, tetapi realisasi janji 






Tingginya tingkat kepuasaan masyarakat dapat membantu 
reputasi dan citra dari partai politik. Dengan reputasi yang baik, 
partai politik dengan mudahnya membuat masyarakat rela 
memberikan suara kepadanya.  
6) Kekecewaan Pemilih  
Partai politik dan kandidat harus memperhatiakn dimensi 
lain dari pemilih, yaitu kekecewaan. Kekecewaan perlu 
dianalisis. Karena identifikasi kekecewaan ini dapat menjadi 
bahan untuk membuat isu politik atas pemerintahan yang 
berkuasa.  
Kekecewaan di masa lalu, karena janji dan harapan politik 
yang diberikan dari kandidat membuat pemilih cenderung ;ebih 
fokus terharap konsistensi image politik yang dibangun baik 
oleh kandidat dan partai politik dibandingkan untuk sekedar 
mempercayai janji-janji mereka. Ketika masyarakat sudah 
dapat menilai bahwa janji dan harapan yang diberikan terlalu 
muluk dan tidak sesuai dengan realisasinya, maka yang terjadi 
timbul rasa kekecewaan yang lahir dari masyarakat. 
7) Proses Pengambilan Keputusan Pemilih 
Proses pengambilan keputusan perlu di dipahami olej 
kandidat dan partai politik. Mengingat kandidat dan partai 
politik harus hal yang perlu mereka sediakan agar mereka 
mudah membuat keputusan untuk memilih. Masing-masing 





strategi yang dibutuhkan untuk menyakinkan pemilih akan 
berbeda satu sama lainnya.  
a. Proses Impresif 
Pemilih ini akan cenderung membuat keputusan pada 
kandidat atau partai politik yang mampu memberikan 
impresi atau kesan positif, baik secara rasional maupun 
tradisional. Perlu adanya sebuah diferensiasi  yang 
membuatnya memiliki kesan yang berbeda. Kandidat atau 
partai politik harus menciptakan “kejutan-positif” artinya 
keluar dari cara-cara yang biasa dilakukan dengan 
menawarkan suatu yang berbeda dengan kandidat atau 
partai politik lain. Hal tersebut tidak dapat dilakukan kalau 
tidak ada yang namanya inovasi dalam partai politik atau 
kandidatan yang bersangkutan. Terdapat dua kata kunci 
disini. Yang pertama inovasi,dan kedua diferensiasi. 
Keduanya niscaya dapat memberikan “kejutan-positif”. 
b. Proses Image Dominant 
Dalam proses ini yang paling utama adalah menciptakan 
agar image kandidat dan partai politik ada di mana-mana. 
Perlunya untuk menciptakan dominasi image, untuk 
membuat imagenya lebih besar dibandingkan dengan 
lainnya. Semakin mereka ada di mana-mana maka peluang 





Perlu adanya konsistensi image. Strategi tebar pesona 
adalah salah satu manifestasinya. Menjaga image jelas 
membuat kandidat bertindk konservatif. Tetapi terus 
menjaga image dapat membuat partai politik rugi. Karena 
itulah tidak dapat memuaskan kepentingan semua pihak. 
Dalam dunia politik ada yang namanya keputusan kolektif. 
Jadi berdasarkan sebuah teori diatas. Bahwa faktor komunikasi 
sangat penting untuk mempengaruhi kemenangan didalam sebuah 
pemilihan. Namun bukan hanya faktor komunikasi, terdapat beberapa 
faktor yang sangat berpengaruh yaitu media. Dengan adanya media, semua 
berita yang menjurus untuk memenangankan pilkada di muat lewat media. 
Bahkan faktor kekeluargaan juga dapat mempengaruhi kemenangan. 
II.II.IV Kandidat  
 Kandidat biasanya ada dalam kamus atau glossary. Pengertian 
kandidat menurut KBBI adalah bakal calon. Sedangkan jika di lihat dari 
sudut pandang politik adalah calon yang diajukan dalam suatu pemilihan. 
Misalnya kandidat bupati ataupun kandidat gubernur.  
1. Political Marketing 
Sistem demokrasi yang diterapkan oleh Indonesia mengantarkan 
masyarakat ke arah yang lebih baik yang mana masyarakat lebih kritis 
dalam menilai dan menganalisis apa yang dilakukan oleh partai politik. 
Sebelum demokrasi ini ada di Indonesia masyarakat akan cendrung 





ada realisasi. Pendekatan yang diterapkan oleh partai politik pada masa 
hanya melihat arti penting masyarakat sebagai alat menenangan 
pemilihan umum kemudian meninggalkannya. 
Seiring dengan pemkembangan teknologi informasi dan 
komunikasi maka masyarakat masa kini lebih sadar dan mengetahui 
bagaimana cara berpolitik yang benar. Dampak bagi partai politik 
adalah jika mereka masih menggunakan pendekan eksploitatif maka 
partai atau kandidat akan semakin ditinggalkan oleh konstituen atau 
pendukung mereka dan akan semakin kehilangan peluang untuk 
memenangan pemilihan. Maka pedekatan political marketing perlu 
diterapkan oleh kandidat apabila mereka tidak menginginkan 
kehilangan dukungan dari masyakat. 
Penggunakan pendekan marketing dalam dunia politik dikenal 
dangan marketing politik (political marketing). Dalam marketing 
politik, yaitu diterapkan adalah penggunaan pendekatan marketing 
untuk membantu politikus (dalam hal ini kandidat) dan partai politik 
agar lebih efisien dan efektif dalam membangun hubungan dua arah 
dengan konstituen dan masyarakat. Hubungan ini diartikan sangat luas, 
dari kontak fisik selama priode kampaye sampai dengan komunikasi 
tidak langsung melalui pemberitaan di media massa (Firmanzah, 
2012:128). Marketing yang diadaptasi ke dalam dunia politik, dapat 
memberikan inspirasi tentang cara seseorang kandidat dalam membuat 
produk berupa isu dan progtram kerja berdasarkan permasalahan-





Menurut Lock dan Haris (1996:14-16) terdapat beberapa 
karakteristik mendasar yang membedakan marketing politik dengan 
marketing dalam dunia bisnis. Perbedaan-perbedaan tersebut adalah : 
a) Pada setiap pemilihan umum, semua pemilih memutuskan 
siapa yang mereka pilih pada mereka pilih pada hari yang 
sama. Hampir tidak ada perilaku pembelian produk dan jasa 
dalam dunia usaha seperti perilaku yang terjadi selama 
pemilihan umum. 
b) Meskipun beberapa pihak beragumen tentang adanya biaya 
individu dalam jangka panjang atau penyesalan (dalam bahasa 
ekonom) sebagai keputusan yang diambil ketika melaksanakan 
percoblosan dalam pemilu, pada kenyataannya tidak ada harga 
langsung ataupuntidak langsung yangterkait dalam 
pencoblosan. Hal inilah, yang paling membedakan konsep 
pembelian (purchuse) dalam arti politik dibandingkan dengan 
pembelian dalam hal bisnis. 
c) Meskipun tidak ada harga spesifik yang terkait dengan 
pencoblosan yang dilakukan, pemilih harus hidup dengan 
pemilihan kolektif, meskipun kandidat atau partai yang 
memenangankan pemilu bukan pilihan mereka. Hal ini 
membedakan pilihan publik dengan proses pembelian dalam 
pasar ekonomi, produk, dan jasa yang dikonsumsi adalah yang 
mereka beli. Pembeli dapat menolak konsumsi atas barang-





partaiatau kandidat mereka kalah, pihak yang kalah ini harus 
hidup dan menelan kenyataan atas kekuasanya partai atau 
kandidat yang memenangan pemilu. 
d) Produk politik dari partai politik atau kandidat individu adalah 
produk tidak nayata (intangible) yang sangat kompleks, tidak 
mungkin dianalisis keseluruhan. Sebagai konsekuensinya, 
kebanyakan pemilih menggunakan judgment terhadap 
keseluruhan konsepdan pesan yang diterima. 
e) Meskipun terdapat beberapa model yang dapat digunakan 
untuk mengubah arah dan platform partai politik, kemungkinan 
untuk memunculkan brand politik yang baru sangat sulit. 
Soalnya, brand dan image politik pada umumnya adalah sudah 
melekat keberadaanya dengan partai tersebut. 
f) Pemenang pemilu akan mendominasi dan memonopoli proses 
pembuatan kebijakan politik. Pemenang pemilu akan 
mendapatkan hak dan legitimasi untuk melakukan semua hal 
yang mengatur keteraturan sosial dalam masyarakat. 
g) Dalam banyak kasus marketing di dunia bisnis, brand yang 
memimpin pasar cenderung menjadi leader dalam pasar. 
Sedangkan dalam politik, pihak yang berkuasa akan dapat 
dengan mudah jatuh menjadi partai yang tidk populer ketika 
mengeluarkan kebijakan publik yang tidak populer seperti 





Reputasi politik dapat meroket dan dengan cepat jatuh 
tenggelam hingga kedasar yang paling dalam.  
2. Proses political marketing  
Seorang kandidat harus mampu menangkap keresahan dan 
permasalahan yang ada dalam kehidupan masyarakat. Dengan 
demikian, program-program yang mereka tawarkan bisa menjawab 
akar permasalahan yang ada dan juga mampu menumbuhkan 
keyakinan pemilih untuk memberikan suaranya kepada kandidat 
tersebut. Guna tercapainya tujun tersebut, seorang kandidat perlu 
menerapkan metode dan cara yang tepat. Metode yang tepat 
diharapkan secara menyeluruh dapat mengembangkan produk politik 
yang dimiliki, mengemas strategi komunikasi yang tepat dengan 
kelompok sasaran, melakukan distribusi pesan dan pada akhirnya dapat 
memenangan persangin. Marketing politik adalah salah satu metode 
yang dapat digunakan karena pemikiran dasar marketing politik adalah 
melihat bahwa kebutuhan konsumen adalah hal terpenting, sehingga 
perlu didentifikasi dan dicari cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut. 
Proses penerapatan marketing dalam dunia politik juga 
mengadopsi program 4P yang te;ah dikenal dalam dunia bisnis. 
Penerapan program 4P bertujuan untuk membantu kandidat mulai dan 
menganalisis dinamika masyarakat, memformulasikan program kerja, 
hingga penerapan strategi pada kelompok-kelompok masyarakat. 





dari produk, promosi, price (harga), dan place (tempat) yang dijelaskan 
pada uraian dibawah ini :  
1) Produk 
Niffenegger (dalam Firmanzah, 2012: 200) membagi 
produk politik dalam tiga kategori, (1) flatfrom partai, (2) past 
record (catatan tentang hal-hal yang dilakukan di masa lampau), 
dan (3) personal characteristic (ciri pribadi). Produk utama sebuah 
institusi politik adalah platfrom partai yang berisikan konsep, 
identitas ideologi, dan program kerja sebuah institusi. Selain itu, 
apa yang telah dilakukan oleh partai politik di masa lalu 
berkontribusi dalam pembentukan sebuah produk polirik. 
Akhirnya, karakteristik atau ciri seorang pemimpin atau kandidat 
memberikan cara, simbol, dan kredibilitas sebuah produk politik 
(political product) 
Seorang kandidat, pertai politik dan ideologi partai adalah 
identitas sebuah institusi politik yang ditawarkan ke pemilih. Para 
pemilih akan mempertimbangkan mana yang mewakili suara 
mereka. Loyalitas pemilih adalah susuatu yang ingin dicapai oleh 
sebuah institusi politik. Kandidat perlu menjaga kepercayaan 
pemilih agar pemilih tetap memberikan suaranya. Mutability atau 
berubah-ubah, berkaitan dengan persepsi pemilih terhadap 
kandidat. Produk-produk politik inilah yang merupakan modal 





masyarakat dapat memilih mereka sebagai wakil dari suara 
mereka. 
2) Promosi 
Dalam melakukan promosi produk yang mereka punya, 
partai politik atau kandidat (calon kepala daerah) biasanya 
menggunakan media massa. Media massa seperti televisi menjadi 
sarana yang paling tepat untuk mempromosikan produk politik 
karena hampir seluruh masyarakat Indonesia saat ini telah dapat 
mengakses segala program televisi yang ada.  
3) Harga (price) 
Niffenegger (Firmazah, 2012: 205) menjelaskan bahwa 
harga dalam marketing politik mencangkup harga ekonomi, 
psikologi dan citra nasional. Harga ekonomi berkaitan dengan 
biaya yang dikeluarkan dalam serangkaian proses marketing 
politik. Harga psikologi mengacu pada harga persepsi 
psikologi, misalnya apakah pemilih merasa nyaman dengan 
latar belakang dari kandidat (etnis, agama, pendidikan dan lain-
lain) dari seorang kandidat. Harga citra nasional yang 
dimaksudkan adalah mengarah pada apakah pemilih merasa 
kandidat tersebut bisa memberikan citra positif suatu wilayah 






4) Tempat (place) 
Tempat berkaitan erat dengan cara hadir dan distribusi pesan 
dari kandidat ke masyarakat sbagai pemilih. Partai politik dan 
kandidat (kepala daerah) mendistribusikan pesan dengan cara 
kunjungan ke daerah-daerah tertentu dan juga tempat-tempat 
seperti pasar tradisional. Berbeda dengan kandidat kepala desa, 
dikarenakan mereka telah berada dengan kandidat kepala desa, 
dikarekan mereka telah berada pada wilyah yang sama dengan 
pemilih maka distribusi pesan dilakukan dengan cara 
kunjungan langsung kerumah-rumah warga yang mendukung 
mereka.  
II.II.V Gestur Politik 
Gestur adalah tindakan khusus yang bersifat membawa, menjaga, dan 
mendukung bahasa, ungkap Yasfaf Amir Piliang dalam Kompas 5 
Desember 2012. Gestur berada diantara “cara” (means) dan “tujuan” (ends), 
tetapi ia sendiri bukan tujuan. Melalui gestur, pesan dan makna diperkuat, 
tetapi ia sendiri bukan makna. Ia berfungsi menampakkan sesuatu sebagai 
“pengantaraan” (mediality), yaitu menengahi. Gestur memungkinkan 
terjadinya ekspresi bahasa verbal, tetapi ia sendiri buka ekspresi bahasa 
verbal. Gestur, lanjut Piliang, merupakan pusat dari mutlimodal dalam 
konteks bahasa komunikasi dan wacana politik: ucapan, tulisan, 
sentuhan,dan benda-benda yang masing-masing memiliki fungsi semiotik, 





  Fungsi gestur sendiri adalah untuk memperkuat ekspresi, tekanan, dan 
kekuatan bahasa komunikatif verbal sehingga dapat melipat gandakan efek 
komunikasi. Gestur politik diperlukan ketika para politisi berada dalam 
situasi pertarungan bahasa, yang mengharuskan mereka terlibat dalam 
permainan bahasa. Melalui gestur, para politisi mempertegas pandangan dan 
sikap ideologisnya. Oleh karena itu, pertanyaan “penumpang gelap”.”mafia 
nerkoba” , atau “para pemeras” dari seorang politisi sekaligus menempatkan 
dirinya secara ideologis di dalam sebuah “posisi ideologi” tertentu sebagai 
kebalikannya. Dengan kata lain, politisi bersangkutan secara tak langsung 
menegaskan dirinya sebagai “penumpang resmi”,”antimafia”, atau “anti-
pemerasan”. 
 Melalui gestur politik, seorang politisi bisa lebih menegaskan sikap politis 
dan ideologi yang dipegangnya. Gestur mereka memperkuat dan 
menyakinkan khalayak tentang pesan, ideologi, dan makna yang 
disampaikan. Bahkan, seorang tersangka kasus korupsi pun sering 
menggunakan gestur demi menyakinkan khalayak bahwa ia teak bersalah. 
Gestur, mempertegas apa yang tak dapat ditegaskan melauli ucapan, 
menyakinkan kita tentang apa yang tak dapat diyakinkan melalui bahasa. 
Karena itu, menurutnya, gestur bersifat “yang etis” sekaligus “yang politis”.  
 Politik tidak dapat dilepas dari gestur karena di dalam politik ada fungsi 
komunikasi untuk menyakinkan khalayak. Setiap potensi tubuh dikerahkan 
untuk menegaskan pesan, ideologi, makna, dan nilai-nilai politik. Melalui 
gestur politik, para politisi mengerahkan segala potensi tanda tubuh mata, 





dan makna politik. Politik sendiri, tulis Piliang, adalah sebuah gestur dan 
cara murni, yaitu praktis yang memungkinkan ideologi politik 
dimanifestasikan. Politik adalah “penggesturan” (gesturalily) manusia 
politik. 
 Berbagai bentuk perilaku non verbal seperti gerak, mimik wajah, gerakan 
tubuh, gerak otot tubuh, berkeringat, muka merah, sikap diam, atau gelisah, 
nada dan volume suara, kerlingan mata, kerut dahi, menarik nafas, dan 
sebagainya itu terjadi sebagai bentuk perilaku yang normal. Seluruh bagian 
tubuh secara normal bekerja sama-sama mengkomunikasikan makna-makna 
tertentu. 
 Gestur tangan manusia merupakan salah satu media alami manusia dalam 
berkomunikasi. Seringkali,penerapannya dalam interaksi manusia bisa 
meberikan keleluasaan dan mepunyai persepsi yang berbeda. Komunikasi 
non verbal ini terjadi dalam suatu konteks (situasi,lingkungan) dan makna 
yang diberikan oleh suatu perilaku non verbal juga tergantung pada pesan-
pesan verbal yang menyertainya. Misalnya, ketika seseorang tengah 
menyampaikan pendapatnya dalam sebuah perdebatan maka sering kali 
tangannya mengepal atau mengacung-acungkan jari untuk penekanan dan 
repetisi pesen.  
 Menurut Wood (2009), komunikasi non verbal dapat berupa bahasa tubuh, 
tanda (sign), tindakan/perbuatan (action) atau objek (object). 
1. Bahasa tubuh. Bahasa tubuh yang beruoa raut wajah, grak kepala, gerak 
tangan, gerak-gerik tubuh mengungkapkan berbagai perasaan, isi hati, 





2. Tanda. Dalam komunikasi non verbal tanda mengganti kata-kata, 
misalnya, bendera, rambu-rambu lalu lintas darat, laut, udara; aba-aba 
dalam olahraga. 
3. Tindakan/perbuatan. Ini sebenarnya tidak dimaksudkan menggnti kata-
kata, tetapi dapat menhantarkan makna. Misalnya, menggebrak meja 
dalam pembicaraan, menutup pintu keras-keras pada waktu 
meninggalkan rumah, menekan gas mobil kuat-kuat. Semua itu 
mengandung makna tersendiri. 
4. Objek. Sebagai bentuk komunikasi non verbal juga tidak mengganti 
kata, tetapi dapat mnyampaikan arti tertentu. Misalnya, pakaian. 
Aksesoris dandan, rumah, perabot rumah, harta benda, kendaraan, dan 
hadiah. 
II.II.VI Mesin Politik 
Mesin politik adalah sebuah organisasi politik disiplin tempat seorang bos 
atau kelompok kecil otoriter memerintahkan dukungan dari sekelompok 
pendukung dan bisnis (biasanya pekerja kampaye) yang menerima imbalan 
atas usaha mereka. Meskipun elemen-elemen ini umum bagi sejumlah partai 
dan organisasi politik, mereka adalah dasar dari mesin politik yang 
bergantung pada hierarki dan imbalan demi kekuasaan politik, biasanya 
didorong oleh struktur cambuk politik yang kuat. 
Sederhananya, partai politik juga bisa disebut mesin politik. Begitu juga 
organisasi turunannya. Konon menjadi andalan parpol guna mendongkrak 
elektabilitas atau tingkat keterpilihan paslon di pilkada yang biasanya belum 





Melainkan organisasi-organisasi yang biasanya terkait pemilihan umum, 
menjaring dukungan, kampanye, dan biasanya upahnya. Mungkin karena 
sistem kerjanya demikian masif dan massal, makanya disebut mesin karena 
kerjanya sama seperti mesin.  
Isitilah mesin politik tidak hanya digunakan di Indonesia saja, namun di 
dunia juga sudah mengenal praktik seperti ini. meski sebutan “mesin 
politik” muncul pada abad ke-20 di Amerika Serikat, tempat organisasi 
seperti itu telah ada di sejumlah munisipalitas dan negara bagian sejak abad 
ke-18, mesin sejenis pernah muncul di Amerika Latin, tempat sistem ini 
diterapkan (dengan naman klientelisme atau klientelisme politik) khususnya 
di pedesaan, juga negara-negara Afrika dan negara demokrasi berkembang 
lainnya seperti negara-negara Eropa Timur. 
Partai demokratik liberral sering disebut sebagai mesin politik lain yang 
mempertahankan kekuasaan di pinggiran kota dan pedesaan melalui 
pengontrolan biro pertanian dan agen kontruksi jalan. Di Jepang, kata jiban 
(secara harfiah berarti “dasar” atau “pondasi”) adalah kata yang digunakan 
mesin politik. Di republik Romawi Kuno, sistem perlindungan sejenis 
muncul.  
1. Mesin politik formal dan informal  
Mesin politik terdiri dari dua. Yakni formal dan informal. 
Sedehananya mesin politik formal berarti resmi, biasanya terdapat di 
dalam sistem pemerintahan. Sementara informal sebaliknya, berasal 





Di Indonesia menganut sistem trias political denga pembagian 
kekuasan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Mesin politik bisa 
dikatakan sebagai mesin pendukung. Jadi di dalam pemerintahan harus 
ada hubungan yang saling mnendung antara lembaga negara seperti 
eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk menjalin pemerintahan yang 
baik.  
Sementara mesin politik informal bisa tujukan bagi parpol dan LSM 
ataupun ormas. Sebuah infrastruktur politik guna mencari dukugan 
yang memang dimaksudkan untuk memilih pada satu pilihan di 
pemilihan umum.  
2. Mesin politik di Indonesia  
Perkembangan politik di Indonesia bisa dibilang cukup berliku. Di era 
orde lama kondisi politik Indonesia kerab tidak stabil. Gangguan 
internl maupun eksternal membuat pemerintahan bung Karno sering 
tidak solid. Semuanya terjadi karena kondisi Indonesia sebagai negara 
baru merdeka yang belum mapan di segala bidang, kecuali semangat 
rakyatnya yang tak pernah padam. Namun masih saja digangu dengan 
berbagai gangguan kemanan, pemberontakan samapai agresi Belanda 
serta intervensi asing.  
Di era orde baru, Soeharto presiden kedua RI melakukan “koreksi 
total” pada orde lama. Kondisi politik di Indonesia sempat menvapai 
titik stabilitas luar biasa. Jal ini tak lepas dari sokongan Golkar, aparat, 





Kemudia krisis finansial Asia membuat harga barang kebutuhan 
melmbung tinggi. Lalu timbul demontran mahasiswa di Indonesia. 
Orde baru lengser dan Indonesia memasuki era reformasi 1998. 
Dimana ruang untuk berserikat terbuka lebar bagi masyarakat umum. 
Dan memunculkan banyak partai baru di Indonesia. 
3. Mesin politik di masa kini 
Parpol dikenal sebagai organisasi politik yang cukup efektif 
mendulang suara, dalam hal ini untuk konstesasi di pemilihan umum. 
Misalnya di pilkada, meski nama paslon belum pamiliar ditelingan 
masyarakat. Namun dengan daya juang mesin politik yang militan 
membuat membuat elektabilitas paslon terdongkrak. Kondisi ini sangat 
mungkin terjadi mengingat syarat parpol peserta pemilu harus 
memiliki minimal 1000 anggota di setiap kabupaten/kota, belum lagi 
berbagai organisasi sayap dan antek-anteknya.  
Namun tidal selamanya mesin politik beroperai dengan lancar, kadang 
juga sering ngadat. Hal ini karena latar belakang parpol yang tidak 
terlalu mengesankan. Terlebih adanaya riwayat korupsi yang sering 
dilakukan kader parpol ataupun paslon itu sendiri membuat paslon 
yang diusung kurang laku dijual. 
Pemilih atau pemegang suara dalam pemilu kini semakin pintar 
dengan kemajuan teknologi informasi sedemikian rupa seperti 
sekarang ini. pemilih kini lebih tertarik pada kandidat dari pendekatan 






Sistem mesin politik memang berbuntut pada imbalan. Sebatan ini 
mungkin memiliki kesan negatif karena terkadang mesin-mesin politik 
yang korupsi. Maka itu pada suatu kondisi masyarakat tidak percaya 
pada perpol. Dan mesin politik sekalipun tidak dapat diandalkan lagi. 
Mungkin inilah karma dari korupsi.  
II.II.VII Sosial Kapital 
Toeri social capital pertama kali didiskusikan pada tahun 1916. Social 
capital yang komtemporer ditawarkan pertama kali oleh Bourdie pada tahun 
1986 yang mengatakan social capital merupakan keseluruhan sumber 
konsep aktual atau potensial, yang dihubungkan dengan kepemilikan dari 
suatu jaringan yang tahan lama atau lebih kurang hubungan timbal balik 
antar institusi yang dikenalnya. Dari berbagai poin bisnis yang penting, 
social capital sama dengan sumber informasi, gagasan, kesempatan bisnis, 
modal keuangan, power, dukungan, emosional. Goodwill, kepercayaan dan 
kerjasama yang disediakan oleh individu dan jaringan karja bisnis. Cohen 
dan Peusak mendefinisikan bahwa social capital merupakan suatu kesedia 
melakukan hubungan aktif antara seorang meliputi : kepercayaan, kerjasama 
yang saling menguntungkan, berbagi nilai dan perilaku yang mengikat 
setiap anggot jaringan dan masyarakat juga kemungkinan membuat 
kerjasama. 
Mengenai pendekatan dari social capital, Porter (1998) mendefiniskan 
social capital merupakan kemampuan seseorang untuk memperoleh manfaat 
dengan kebaikan dari keanggotaan di dalam jaringan sosial atau struktur 





yang tersedia dalam pribadi seseorang dan jaringan kerja yang dimiliki. 
Sedangkan Coleman (1999) mendefinisikan social capital sebagai semua 
aspek yang mengarah dan diciptakan untuk memudahkan tindakan individu 
dan struktur sosial. Struktur sosial melahirkan dorongan sosial menjadi lebih 
berkuasa atas prilaku individu. Dorongan sosial tersebut yang disesuaikan 
dengan norma-norma sosial meliputi: kultur yang dominan, pengaruh 
kekuatan sosial lain atas perilaku lebih umum.  
Selanjutnya konsep social capital digunakan berbeda oleh para ahli 
sosiologi, politisi, dan ahi ekonomi. Putnam (1993) yang menganalisis fokus 
jaringan kerja social horizontal yang dihubungkan dengan pengaruh pada 
kinerja ekonomi. Coleman (1998) mendefinisikan social capital lebih luas 
dengan konsep vertikal, institusi hirarki terhadap kemungkinan dampak 
terhadap kinerja negatif dan positif bagi organisasi. Noth (1990) dan Olson 
(1982) mendefinisikan yang mencangkup perspektif, peran formal dalam 
institusi, seperti sistem pengadilan, peraturan hukum dan kebebasaan 
berpolitik dan pembentukn pengembangan lingkungan sosial politik. 
Bentuk-Bentuk Sosial Kapital  
Menurut Akdere, 2005 membuat dalam tiga bentuk social capital, yaitu 
marco level, meso level, dan micro level.  
1) Social Capital Macro Level  
Social capital pada makro level merupakan langkah dimana social capital 
dimanfaatkan pada cakupan yang lebih luas. Pada tingkata ini penggunaan 





sipil, kebebasan berpolitik, berdampak pada pencapaian ekonomi suatu 
negara, penentuan suatu fungsi pemerintah, dan tipe pengembangan 
ekonomi sektor publik. Berkaitan sektor publik keterlibatan pemerintah 
yang bersifat membangun pembangunan dibawah ketidakseimbangan antara 
ikatan social capital ekstenal dan keterpaduan internal sangat diperlukan.  
Pada tingakatan makro level, social capital dihadapkan pada efektifitas 
pemerintah, akuntabilitas, dan kemampuan untuk menyelenggarakan 
penegakan hukum secara adil, pertumbuhan ekonomi dalam kaitan untuk 
memungkinkan pengembangan atau melumpuhkan produk pasar domestik, 
serta memberi harapan atau menakut-nakuti investasi asing (Fukuyama, 
1999). Dalam organisasi, tingakatan macro social capital berhadapan 
dengan keseluruhan stabilitas lingkungan dan kesuksesan yang dicipai 
terkait dengan pertumbuhan ekonomi.  
2) Social Capital Meso Level 
Social capital pada meso level digambarkan sebgai suatu perspektif 
struktul dimana jaringan social capital terstuktur dan sumber daya mengalir 
sepanjang jaringan kerja. Analisis social capital ini adalah pada proses 
pengembangan struktur jaringan dan distribusi.  
 Di samping itu pada bagian keikutsertaan dn identitas sosial, organisasi, 
penarikan dan pengeluaran orang-orang dari luar lingkaran organisasi, 
seperti asosiasi lokal yang merupakan dari penjelmaan dari social capital 
meso level ini. sebuah organisasi, tingkat meso level melibatkan sifat alami 





work, secara keseluruhan social capital meso level berhubungan dengan 
pengembangan dan pertumbuhan organisasi lokal atau dalam organisasi itu 
sendiri.  
3) Social Capital Micro Level  
Pada tingkatan social capital micro level ini menekankan kemampuan 
individu untuk mengerahkan sumber daya melalui institusi jaringan lokal 
seperti organisasi sosial masyarakatan yang didasarkan pada kekeluargaan. 
Banyak ahli menekankan mikro level pada sebuah organiasasi berhubungan 
dengan pengenalan, koprasi dan kerjasaam, kesetiakawanan, kesetian, 
reputasi dan akses informasi yang informatif.  
 Di samping itu social capital mikro level ini mempunyai kaitan 
dengan figur demografi karyawan, lamanya pekerjaan, dan human capital. 
Secara keseluruhan social capital mikro level berhubungan ego dengan 





   
           
            














II.III DEFINISI KONSEP 
Dalam definisi konsep ini memiliki tujuan untuk menguraikan beberapa konsep 
yang lebih khusus. Berbeda variabel penelitiannya yang akan diletili yang 
terkandung dalam penelitian, maka dikemukakan variabelyang digunakan dalam 
melakukan penelitian ini, yaitu :. 
1. Strategi  
Strategi adalah kumpulan rencana untuk mencapai tujuan yang ingin 
dikehendaki sejak awal. 
2. Pemenangan Pilkada adalah bagaimana proses atau cara yang harus 
dilakukan untuk menjadikan kandidat mereka merebut/mempertahankan 














II.IV POKOK- POKOK PENELITIAN 
Pokok penelitia strategi pemenangan pilkada adalah strategi yang ditempuh, 
diukur dalam beberapa aspek-aspek. Pokok-pokok penelitian yang diajukan dalam 
penelitian adalah bahwa strategi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) 
dalam pemenangan Pilkade 2017 di ukur dari : 
- Kandidat, Bagaimana proses pemilihan kandidat dari PDIP  
- Image dpminan, Cara menentukan image dpminan untuk pasangan calon 
dan tim sukses  
- Mesin Politik, Seberapa pengaruhnya seorang tim sukses di pilkada yang 
dapat mempengaruhi proses pemilihan. 
- Sosial Kapital, Seberapa pengaruhnya kekuatan keuangan untuk 











II.V ALUR PIKIR PENELITIAN 
Strategi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dalam pemenangan 
Pilkada tahun 2017 adalah suatu proses demokrasi yang ada di Indonesia. Sesuai 
dengan peraturan UU no 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan 
Walikota. Khususnya Pilkada tanggal 15 Februari 2017 di Brebes, yang membuat 
pasangan yang berasal dari internal partai yang sama dapat memenangkan Pilkada 






Skema kerangka berfikir pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016  
Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota 
 
 
Strategi PDI Perjuangan 
Dalam 
Pemenangan pilkada 2017 
 
 
   
 
- Kandidat 
- Image Dominan 
- Mesin Politik  
- Sosial Kapital  
 
Bagan.II.IV. Alur Pikir Penelitian  








  Pada bab ini penyusun mencoba untuk menggambarkan pembaca 
mengenai metode penelitian seperti apa yang akan di lakukan pada penelitian ini. 
metode penelitian kualitatif dalam melakukan penelitiannya menggunakan 
analisis lapangan langsung,seperti wawancara. dalam hal ini penyusun melakukan 
sebuah penelitian yang berjudul ”Strategi Partai Demokrasi Indonesia 
Perjuangan (PDIP) Dalam Pemenangan Pilkada 2017 (DPC PDIP Kabupaten 
Brebes)”,penyusun menggunakan metode penelitiannya sebagai berikut : 
III.I. JENIS dan TIPE PENELITIAN 
III.I.I. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian kualitatif adalah sebuah 
penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang mau tidak mau seorang 
penyusun melakukan penelitiannya langsung ke lokasi yang menjadi sebuah 
obyek. Dalam penelitian ini,obyek penelitian untuk memperoleh data-data 
mengenai Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Data yang sudah di 
dapatkankan di PDI Perjuangan kemudian di olah kembali oleh penyusun. Dalam 
hal ini yang menjadi obyek penelitian adalah DPC PDI Perjuangan Kabupaten 
Brebes. Prosedur penelitian akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-
kata,baik secara lisan maupun tertulis dari orang atau perilaku yang bisa diamati. 
III.I.II. Tipe Penelitian 
 Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan 





menggambarkan dan menganalisis strategi yang terdapat di lapangan. Khususnya 
yang berkaitan mengenai pemanfaatan strategi politik untuk memenangan calon 
Idza-Narjo di Kabupaten Brebes, pada tahun 2017 serta memberikan gambaran 
tentang strategi komunikasi politik yang akan digunakan dalam melakukan 
penelitian ini adalah mengenai studi kasus tentang strategi pemenangan PDI 
Perjuangan dengan internal partai dan partai-partai politik yang lainnya pada 
pemilihan umum kepala daerah kabupaten Brebes tahun 2017.  
III.II. JENIS dan SUMBER DATA 
III.II.I JENIS DATA 
 Untuk melakukan penelitian ini di butuhkan dua jenis data yaitu data 
primer dan data sekunder. Jenis data adalah inti yang dicari dalam melakukan 
penelitian. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. 
Data Sekunder adalah data yang  akan dipakai sebagai pelengkap, yaitu data yang 
diperoleh dari lapangan berupa: arsip, informasi kegiatan yang akan dimuat di 
internet, hasil kemenangan pemilihan umum kepala daerah, absensi rapat dan 
buku-buku yang ada hubungannya dengan obyek penelitian yang dapat dijadikan 
sebagai refrensi.  
Data Primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung dari 
sumbernya, yaitu orag yang berpengaruh dalam proses perolehan data atau bisa 







III.II.II Sumber Data 
 Sumber data merupakan orang yang akan dijadikan informan dalam 
penelitian ini. informan merupakan orang yang dimanfatkan peneliti untuk 
diberikan informasi mengenai situasi dan kondisi penelitian. 
 Dalam menentukan informan peneliti menggunakan teknik snowball 
sampling, yaitu dengan cara menemukan seseorang atau informan terlebih dahulu 
kemudian memintanya mencarikan orang yang mereka kenal dan sampai 
menemukan banyak informasi berkaitan mengenai penelitian. 
III.III INFORMAN PENELITIAN 
 Dalam penelitian kualitatif, informan adalah narasumber yang dapat 
memberikan informasi yang dibutuhkan dalam melakuakan penelitian. Informan 
sangat penting bagi penelitian, karena akan menyampaikan inromasi secara 
mendalam terkait dengan permasalah yang akan diteliti. 
  Menurut Spradley (Moleong, 2004: 165) informan harus mempunyai 
beberapa kriteria yang wajib untuk jadi pertimbangan, yaitu : 
1. Informan yang intensif menyatu dengan suatu kegiatan yang manjadi 
sebuah sasaran atau perhatian penelitian dan hal ini biasanya ditandai 
dengan kemampuan untuk menyampaikan informasi diluar kepala sesuatu 
yang ingin ditanyakan. 
2. Informan masih terikat penuh serta aktif pada lingkungan dan kegiatan 
yang menjadi fokus penelitian. 






4. Informan yang dalam menyampaikan informasinya tidak cenderung 
mengolah atau dikemas terlebih dahulu dan mereka relatif masih apa 
adanya dalam memberikan informasi. 
Berdasarkan kriteria informan yang ada diatas, peneliti wajib menentukan 
informan yang memiliki kriteria yang sudah di sampaikan diatas. Informan yang 
nanti peneliti pilih tentu merupakan orang-orang yang mengetahui penuh dan 
terikat dalam PDI Perjuangan dan aktif melakukan kegiatan pada pemilihan 
kepala daerah 2017. Mereka juga merupakan orang-orang yang tergabung dengan 
tim pemenangan Idza-Narjo. 
Untuk melaksanakan penelitian ini,peneliti menggunakan teknik key 
person. Teknik untuk memperoleh informan penelitian ini digunakan karena 
peneliti sudah mengerti informasi dari awal tentag obyek yang akan diteliti 
maupun informan penelitian sehingga peneliti membutuhkan key person untuk 
mengawali melakukan wawancara ataupun observasi. Key person adalah baik 
tokon formal maupun tokoh informal. (Bungun, 2007:77)  
 Peneliti menentukan informan penelitian dalam melakukan penelitian ini 
berjumlah 3 (tiga) orang, terdiri dari 2 (orang) sebagai informan formal dan 1 
(satu) orang sebagai informan informal. 
1. Tokoh formal yang menjadi informan dalam melakukan penelitian ini adalah : 
 Ketua parpol DPC PDIP Kab. Brebes 
Dalam melakukan penelitian ini, peneliti memilih ketua DPC parpol PDIP 





meliki banyak pengalaman mengenai penelitian yang akan di teliti ini. 
selain itu informan juga memiliki wewenang dalam melakukan manuver 
atau keputusan dalam DPC PDIP Kab. Brebes, contohnya mengambil 
keputusan mengenai kebijakan yang sifatnya untuk kemajuan bersama. 
 Bendahara parpol DPC PDIP Kab. Brebes 
Peneliti memilih bendahara parpol dikarena sekretaris jendral DPC PDIP 
Kab. Brebes adalah anggota DPR RI yang menurut peneliti mungkin 
meliki sedikit waktu untuk dapat menjadi informan. Walaupun Bendahara 
partai sekarang ini juga menjabat sebagai ketua DPRD Kab. Brebes, tetapi 
beliau sering berada di kantor DPRD Kab. Brebes. 
3. Sedangakan tokoh informal yang akan menjadi seseorang informan peneliti 
adalah 1 (satu) orang perwakilan dari tim pemenangan Idza-Narjo. Peneliti 
menambahkan informan sekunder mengenai ini  karena dari tim sukseslah 
yang langsung melakukan kegiatan di lapangan untuk melakukan 
pemenangan pemilihan kepala daerah pada 2017 silam. 
III.IV. TEKNIK PENGUMPULAN DATA 
 Dalam melakukan penelitian kualitatif terdapat 2 (dua) jenis data yaitu, 
data primer dan data sekunder. Untuk dapat mengumpulkan 2 (dua) data tersebut 
peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data,yaitu dengan: 
 III.IV.I Observasi 
Observasi sebagai suatu teknik untuk mengumpulkan data mempunyai ciri 





Jika wawancara maupun kuesinoer selalu berkomunikasi dengan orang, maka 
observasi tidak selalu pada orang, tetapi obyek alam yang ada di sekitar. 
 Sutrisno Hadi (1986) observasi adalah sesuatu proses yang kompleks, 
sesuatu proses tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara 
yang paling penting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. 
 Teknik pengumpulan data menggunakan observasi digunakan apabila, 
penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam 
bila respon tidak terlalu besar. 
 Jika dilihat melalui proses pelaksanaan mengumpulkan data, maka 
observasi dapat dibedakan menjadi participant observation (observasi berperan 
serta) dan non participant observation  
1. Participant Obsevation (Observasi Berperan Serta) 
Observasi ini, peneliti langsung terjun kedalam kegiatan sehari-hari yang 
ingin di teliti untuk digunakan sebagai sumber data penelitian. Sambil 
mengamati, peneliti ikut serta mengenai apa yang dikerjakan oleh sumber 
data, dan ikut mengetahui suka dukanya. Melalui data partisipan ini, maka 
data yang di dapat akan lebih lengkap, tajam, dan rinci. 
2. Observasi Non-Partisipan 
Jika dalam observasi partisipan peneliti terlibat kontak langsung dalam 
aktivitas orang-orang yang sedang diamati, sedangkan dalam observasi non-






selanjutnya jika dilihat dari segi instrument yang digunakan, maka 
observasi dibedakan menjadi observasi terstruktuk dan tidak terstuktur : 
a. Observasi Terstruktur 
Observasi ini, adalah observasi yang sudah dirancang secara sistematis, 
mengenai apa yang diamati, kapan dan dimana tempatnya. Obervasi ini yaitu 
ketika bagaimana peneliti itu sendiri sudah paham mengenai variabel apa yang 
akan di amati. Ketika sedang melakukan pengamatan penelitian menggunakan 
instrumen penelitian yang sudah teruji validitas dan reabilitasnya. Pedoman 
dari wawancara ini, atau angket tertutup dapat juga menggunakan pedoman 
untuk melakukan observasi. 
b. Observasi Tidak Terstruktur 
Observasi ini, adalah observasi yang tidak melalui fase persiapan secara 
sistematis mengenai hal yang akan di observasi. Mengingat hal ini 
dikarenakan peneliti tidak tahu apa akan diamati semestinya terjadi di 
lapangang. Untuk melakukan pengamatan peneliti tidak menggunakan 
intrumens yang baku, melain hanya melihat rambu-rambu yang ada. 
III.IV.II Wawancara 
Menggunakan wawancara sebagai teknik mengumpulkan data apabila ingin 
melakukan studi pendahuluan mengenai permasalahan apa yang akan di teliti, dan 
peneliti ingin memahami hal-hal yang ingin di telitinya dari responden yeng 





Menurut Sutrisno Hadi (1986) bahwa peneliti harus mempunyai anggapan dalam 
melakukan metode interview dan kuesioner (angket) adalah sebagai berikut: 
1. Bahwa subjek (responden) yaitu sesorang yang paling tahu mengenai 
dirinya sendiri. 
2. Apa yang di katanya oleh seorang subjek kepada peneliti adalah sesuatu 
yang benar dan dapat di percaya. 
3. Interpretasi dari subjek mengenai pertanyaan-pertanyaan yang di tanyakan 
peneliti kepadanya adalah sama mengenai apa yang di inginkan oleh 
peneliti. 
III.IV.II.I Wawancara Terstruktur 
Wawancara ini digunakan sebagai teknik mengumpulkan data, teknik ini 
digunakan apabila peneliti mengetahui dengan pasti mengenai informasi apa yang 
akan di perolehnya. Menggunakan wawancara terstruktur inilah, mengumpulkan 
data dapat dilakukan dengan beberapa pewawancara untuk mencari sebuah data. 
Tetapi agar semua pewawancara memiliki kemampuan yang sama, terlebih dahulu 
pewawancara harus melalui masa latihan terlebih dahulu. 
III.IV.II.II Wawancara Tidak Terstruktur 
Untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai responden, 
maka peneliti di perbolehkan menggunakan wawancara tidak terstruktur. 
Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara ini bebas dimana seorang peneliti 
tidak mengunakan pedoman wawancara yang sudah di susunnya secara sistematis 





Dalam wawancara ini, peneliti tidak mengetahui secara pasti mengenai 
data yang akan di perolehnya, sehingga peneliti sering mendengarkan apa yang di 
katakan oleh respondennya. 
III.IV.III. Dokumentasi  
Dokumentsi adalah mengenai seatu cara untuk meperoleh data melalui 
sebuah peninggalan tulisan, terutama sebuah arsip-arsip, buku-buku, gambar, 
dokumen resmi ataupun statistik yang memiliki hubungan dengan penelitian. 
Taknik ini digunakan dengan cara melakukan penelaahan terhadap bahan-bahan 
tertulis. 
III.IV.IV. Kepustakaan 
Kepustakaan ini adalah sebuah teknik untuk memperoleh dan 
pengumpulan data yang dilakukan seorang peneliti dengan referensi penulisan 
berupa bacaan, mencatat literatur, buku, jurnal, karya ilmiah, ataupun artikel-
artikel ilmiah lainnya yang berkaitan dengan strategi PDI Perjuangan dalam 
pemenangan pilkada 2017 di Kabupaten Brebes. 
III.V. TEKNIK ANALISIS DATA 
 Dalam penelitian kualitatif, data yang diperoleh dari beberapa sumber, 
untuk mendapat data dikumpulkan menggunakan teknik pengumpulan data yang 
bermacam-macam (triangulasi), dan melakukannya secara berkala sampai datanya 
jenuh. Bersamaan dengan proses pengumpulan data penelitian Strategi Partai 
Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Dalam Pemenangan Pilkada 2017. 






1. Data Reduction (reduksi Data) 
Reduksi data merupakan proses pola pikir yang positif yang 
mengutamakan kecerdasan, keluasan, dan kedalaman wawasan yang 
tinggi. Data yang berhasil di dapat dari peneliti jumlahnya cukup banyak 
di lapangan, karena itu perlu dicatat secara rinci dan teliti. Untuk itu perlu 
segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Reduksi data sebagai 
proses pemulihan,penyederhanaan, klasifikasi data awal dari hasil 
pengumpulan data di lapangan. Mereduksi data dilakukan melalui 
berbagai proses tahapan dengan meringkas data yang berhubungan dengan 
permasalahan yang ada, dari setiap data yang dipilih, kemudian disilang 
memalui komentar narasumber didalam melakukan wawancara dan 
observasi. 
2. Data Display (penyajian data) 
Setelah peneliti mereduksi data, kemudian yang dilakukan oleh 
peneliti yaitu melakukan penyajian data yang diurainya singkat, bagan, 
hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Dengan 
mendisplaykan data, maka akan memudahkan peneliti untuk memahami 
situasi yang terjadi, dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan yang 
yang dipahami oleh peneliti. Kemudian data tersebut diklasifikasikan 
sesuai dengan permasalahan yang diletiti. 
3. Conclusion Drawing/Verification 
Langkah terakhir dalam analis data adalah penarikan kesimpulan 
dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan suatu 





deskripsi atau gambaran mengenai obyek yang sebelumnya masih ambigu 
atau gelap sehingga setelah dilakukan penelitian menjadi jelas, dapat 
berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori. 







 Skema III.I, Proses Analisa Data 
  
Pengumpulan Data Penyajian Data 





III.VI. Sistematika Penulisan  
Sistematika berfungsi untuk mempermudah orang lain dapat membaca 
atau mempelajari pemabahasan untuk suatu pemaparan, adapun sistematika dalam 
penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut : 
1. Bagian Awal Skripsi 
a. Halaman Sampul 
b. Halaman Judul 
c. Pernyataan Penulis 
d. Persetujuan Skripsi 
e. Pengesahan Skripsi 
f. Halaman Peruntukan 
g. Abstrak  
h. Kata Pengantar 
i. Daftar Isi  
j. Daftar Tabel 
k. Daftar Gambar 
l. Daftar lampiran 
2. Bagian Utama Skripsi 
a. BAB I Pendahuluan 
I.I  Latar Belakang 
I.II  Rumusan Masalah 
I.III  Tujuan Penelitian  
I.IV Manfaat Penelitian 





        II.I  Penelitian Terdahulu 
   II.II Kerangka Teori 
        II.III  Definisi Konsep 
     II.IV  Pokok-pokok Penelitian 
     II.V  Alur Pikir Penelitian 
  c.   BAB III Metode Penelitian 
        III.I  Jenis dan Tipe Penelitian 
III.II  Jenis dan Sumber Data 
       III.III  Informasi Penelitian 
       III.IV  Teknik Pengumpulan Data 
       III.V  Teknik Analisis Data 
       III.VI  Sistematika Penelitian 
d. BAB IV Deskripsi Wilayah Penelitian 
e. BAB V Hasil Penelitian 
f. BAB VI Pembahasan 
g. BAB Penutup 
3. Bagian Akhir Skripsi 












DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN 
Bab ini menggambarkan tentang keadaan wilayah Kabupaten Brebes dan 
DPC PDIP Kabupaten Brebes. Dalam bab ini diuraikan secara singkat tentang 
Kabupaten Brebes dan DPC PDIP Kabupaten Brebes, khususnya mengenai letak 
geografis, luas daerah dan iklimnya. 
IV.I.  Pemerintah Kabupaten Brebes 
 Ada beberapa pendapat mengenai asal - usul nama "Brebes" yang di 
antaranya berasal dari kata "Bara" dan "Basah", bara berarti hamparan tanah luas 
dan basah berarti banyak mengandung air. Keduanya cocok dengan keadaan 
daerah "Brebes" yang merupakan dataran luas yang berair. Karena perkataan bara 
di ucapkan "bere" sedangkan basah di ucapkan "besah" maka untuk mudahnya di 
ucapkan "Brebes". Dalam Bahasa Jawa perkataan "Brebes atau mrebes" yang 
berarti tansah metu banyune yang berarti "Selalu keluar airnya". 
Nama "Brebes" muncul sejak zaman Mataram. Kota ini berderet dengan 
kota-kota tepi pantai lainnya seperti Pekalongan, Pemalang, dan Tegal. Brebes 
pada saat itu merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Tegal. 
Pada tanggal 17 Januari 1678 di Jepara diadakan pertemuan Adipati 
Kerajaan Mataram se-Jawa Tengah, termasuk Arya Martalaya, Adipati Tegal dan 
Arya Martapura, Adipati Jepara. Karena tidak setuju dengan acara 
penandatanganan naskah kerjasama antara Amangkurat Admiral dengan Belanda 
terutama dalam menumpas pemberontakan Trunajaya dengan imbalan tanah-tanah 





tersebut. Peristiwa berdarah ini merupakan awal mula terjadinya Kabupaten 
Brebes dengan Bupati berwenang. 
Sehari setelah peristiwa berdarah tersebut yaitu tanggal 18 Januari 1678, Sri 
Amangkurat II yang berada di Jepara mengangkat beberapa Adipati / Bupati 
sebagai pengagganti Adipati-adipati yang gugur. Untuk kabupaten Brebes di 
jadikan kabupaten mandiridengan adipati Arya Suralaya yang merupakan adik 
dari Arya Martalaya. Pengangkatan Arya Suralaya sekaligus titimangsa 
pemecahan Kadipaten Tegal menjadi dua bagian yaitu Timur tetap di sebut 
Kadipaten Tegal dan bagian barat di sebut Kabupaten Brebes. 
IV.I.I Deskripsi Umum Kabupaten Brebes 
Kabupaten Brebes memiliki luas wilayah sebesar 166.117 Ha. 
Secara administratif, Kabupaten Brebes berada pada posisi ujung barat laut 
dari Provinsi Jawa Tengah, berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat di 
sebelah barat, laut Jawa di sebelah utara, Kota Tegal dan Kabupaten Tegal 
di sebelah timur, Kabupaten Banyumas dan Cilacap di sebelah selatan. 


















 Gambar IV.I Peta Administrative Kabupaten Brebes 
 Peta administrative Kabupaten Brebes (sumber: RPJMD Brebes) 
IV.I.II Letak Dan Kondisi Geografis Kabupaten Brebes 
Secara geografis, letak wilayah Kabupaten Brebes berada pada 
antara 6o 44’-7o 21’ Lintang Selatan dapn antara 108o -  109o 11’ Bujur 
Timur dengan bentuk memanjang dari utara ke selatan sepanjang 87 km 
dan dari barat ke timur sepanjang 50 km dan memiliki garis pantai 
sepanjang 55 km dengan luas wilayah laut 12 mil laut 1.036,80 km2. 
VI.I.III Topografi Kabupaten Brebes 
Kondisi topografi Kabupaten Brebes, meliputi daerah pegunungan 
atau dataran tinggi yang berada di 3 kecamatan, dataran rendah yang 
berada di 9 kecamatan, dan daerah pesisir/pantai berada di 5 kecamatan, 
dengan ketinggian antara 0-2.000 m di atas permukaan laut. Kemiringan 
lahan di Kabupaten Brebes bervariasi, meliputi lahan dengan kemiringan 





dengan kemiringan 15-40º sebesar 23%, dan lahan dengan kemiringan 
lebih dari 40º sebesar 15%. Kemiringan lahan dapat menjadi dasar 
pertimbangan untuk kesesuaian pemanfaatan dan fungsi penggunaan 
lahan. 
IV.I.IV Visi Misi Kabupaten Brebes 
 Visi Kabupaten Brebes 
Visi Kabupaten Brebes tahun 2017 – 2022 adalah: 
“Menuju Brebes Unggul, Sejahtera dan Berkeadilan”. 
 Misi Kabupaten Brebes 
Misi Kabupaten Brebes tahun 2017 – 2022 adalah: 
1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak 
mulia, cerdas, sehat dan berdaya saing tinggi berbasis pada 
nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa melalui pendidikan 
dan kesehatan. 
2. Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur dan 
pengembangan wilayah sesuai rencana tata ruang dengan 
memperhatikan kelestarian sumber daya alam, lingkungan 
hidup dan prinsip-prinsip pembangungan berkelanjutan. 
3. Meningkatkan pengembangan pertanian, ekonomi 
kerakyatan dengan memperkuat inovasi daerah dan investasi 






4. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah daerah yang 
profesional, efektif dan efisien serta menciptakan stabilitas 
keamanan dan ketertiban daerah. 
5. Memantapkan tata kelola pemerintahan desa dan 
pemberdayaan masyarakat desa menjadi desa yang maju dan 
mandiri. 
6. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender serta 
pemenuhan hak anak dalam partisipasi pembangunan dan 
mewujudkan perlindungan sosial. 
 
IV.II  Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Brebes 
IV.II.I Lokasi Kantor DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 
Kabupaten Brebes 
  Jl. Taman Siswa No.8, Saditan, Brebes, Kecamatan. Brebes, Kabupaten 
Brebes, Jawa Tengah 52212 
IV.2.3 Struktur Organisasi DPC PDI Perjuangan Kabupaten Brebes 
Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Brebes 
dibentuk berdasarkan Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Pertai 
Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor 25.31/KPTS-DPC/DPP/VII/2019 
Tentang Struktur, Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai 






NO NAMA JABATAN 
1 H. INDRA KUSUMA, S.Sos KETUA 
2 DR. HILLA AMIN, MMPd Wakil Ketua Bidang 
Kehormatan partai 
3 Hj. IDZA PRIYANTI, SE, MH Wakil Ketua Bidang Kaderisasi 
dan Ideologi 
4 MOH. RIZKI UBAIDILAH, S.Psi Wakil Ketua Bidang Organisasi 
Partai 
5 KORSONO, S.Sos Wakil Ketua Bidang 
Pemenangan Pemilu 
6 IMAM SANTOSO Wakil Ketua Bidang 
Komunikasi Politik 
7 NASIKUN HMS, SH Wakil Ketua Bidang Politik, 
Hukum, dan Keamanan 
8 SUMADI, S.Ap Wakil Ketua Bidang Maritim 
9 LINDA KURNIASARI. S.Kep., Ns Wakil Ketua Bidang 
Pembangunan Manusia dan 
Kebudayaan 





11 PARAMITA W KUSUMA, SE Wakil Ketua Bidang Buruh, 
Tani, dan Nelayan 
12 TRI MURDININGSIH, S.PSI, 
M.Psi 
 
13 HERI PASARIBU Wakil Ketua Bidang Pemuda, 
Olahraga, dan Komunitas Seni 
Budaya 
14 MAS HADI Wakil Ketua Bidang Pariwisata 
dan Ekonomi Kreatif 
15 MOKHAMMAD TAUFIQ, S.Sn SEKRETARIS 
16 RIFKI RIDHO Wakil Sekretaris Bidang Internal 
17 Hj KHORIROH Wakil Sekretaris Bidang 
Eksternal 
18 SUKIRSO BENDAHARA 
19 WARASKAYANTI, SH, MM Wakil Bendahara 








HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang berjudul Strategi Partai 
Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Dalam Pemenangan Pilkada 2017. 
Peneliti memilih informan tidak hanya mengacu pada besaran tetapi kedalaman 
informasi yang didapatkan dengan memilih orang-orang yang mengetahui 
begaimana permasalahan yang ada dalam penelitian. Hal ini agar tingkat 
kepercayaan dan validitas dari penelitian ini memiliki kepercayaan bagi pembaca.  
Tujuan penelitian yaitu untuk mencari tahu seperti apa strategi Partai 
Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dalam pemenangan pilkada 2017. Dan 
untuk mengetahui kendala dan solusi terhadap strategi pemenangan yang telah 
dilakukan oleh seluruh elemen PDI Perjuangan dan tim sukses dalam 
mengsukseskan pilkada 2017. Pokok-pokok penelitian mengenai Strategi Partai 
Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Dalam Pemenangan Pilkada 2017 adalah 
sebagai berikut:  
 Tahap pencalonan bakal calon  
1) Kapan dan bagaimana proses pemilihan kandidat dari PDIP?  
2) Berapa kandidat pasangan bakal calon pada saat itu? 
3) Apa yang menjadi indikator dari kandidat PDIP?  
4) Mengapa memilih kandidat tersebut?  
5) Apakah yang menjadi calon bupati dan wakil yang terpilih ada intuksi 
khusus dari DPP? 
6) Sebagai mesin politik (kader), bagaimana menyakinkan kader PDIP 





7) Apakah dari partai pengusung mencalonkan diri sebagai wakil calon 
bupati? 
8) Bagaimana caranya untuk menyakinkan partai pengusung yang calon 
wakil bupatinya tidak terpilih dan semuanya “baik calon bupati dan 
wakil calon bupati” dari PDIP? 
 Tahan pemenangan pilkada  
1. Apa yang menjadi image dominan dari paslon dan partai politik? 
2. Dan bagaimana cara mengatasi image dominan dari lawan politik? 
3. Sebagai mesin politik, seberapa pengaruhnya tim sukses dan relawan 
untuk memenangan pilkada saat itu? 
4. Kampanye negatif seperti apa untuk meyerang kelemahan lawan politik 
pada saat itu? 
5. Dalam dunia politik tidak semuanya bersifat rasional dan logis. Seperti 
memilih menurut garis primodial,mitos, simbol, dll. Bagaimana tim 
sukses mengatasi faktor-faktor tersebut di lapangan? 
6. Jika melihat dari budaya politik kita. Maka faktor  logistik sangat 
berpengaruh dalam pemenangan pilkada. Seberapa pentingnya kekuatan 
logistik untuk memenangan pilkada pada saat itu? 
7. Ketika lawan politik menggunakan politik perut. Apakah tim 
pemenangan menggunakan politik seperti itu?  
Untuk mengetahui apa yang sudah menjadi tujuan dalam penelitian ini, 
peneliti akan memberikan beberapa pertanyaan kepada informan yang 
berhubungan dengan Strategi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) 





terhadap strategi pemenangan PDI Perjuangan pada pilkada 2017. Adapun 
informan mencangkup :  
1. Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Brebes 
a. Bapak H. Indra Kusuma, S.Sos 
2. Wakil Ketua Bidang Komunikasi Politik DPC PDI Perjuangan 
Kabupaten Brebes  
b. Bapak Imam Santoso 
3. Sekretariat DPC PDI Perjuangan Kabupaten Brebes  
c. Ibu Retno Widayanti  
 V.I Hasil Penelitian  
. • Tahap pencalonan bakal calon 
1. Pertanyaan yang diajukkan peneliti pada narasumber adalah, Kapan 
dan bagaimana proses pemilihan kandidat dari PDIP?  
Menurut Bapak H. Indra Kusuma, S.Sos (selaku Ketua DPC PDI 
Perjuangan Kabupaten Brebes) pada 29 Desember mengatakan : 
“Mekanismenya terbagi menjadi 3 tahap penjaring, penyaring dan 
terakhir tahap penetapan dan pengesahan. Tahap penjaring itu 
bagaimana dari semua elemen masyarakat kita minta untuk 
mendaftarkan diri dan mengisi dokumen,kemudian dokumen tersebut 
di verifikasi oleh tim khusus. tahap kedua sesuai apa yang sudah tim 
khusus pertimbangkan. Dan pengesahan itu dipilih dari DPC, DPD, 





- Dalam tahap penjaringan dokumennya apa saja pak? 
“Yang pertama mengisi formulir, kemudian biodata, menyatakan 
komitmen kepada partai kami. Dan yang terakhir menyatakan bahwa 
bakal calon yang ingin menjadi kandidat calon bupati ataupun wakil 
calon bupati harus melampirkan surat pernyataan kemampuan secara 
finansial.” 
- Jika tim khusus memverifikasi dokumen dan yang lainnya, maka 
indikatornya bagaimana pak?  
“Tim khusus yang di tugaskan oleh DPP. memiliki tolak ukur 
berdasarkan aturan partai yang sudah tertera di PDI Perjuangan.” 
- Aturan partainya bagaimana pak?  
“Tim khusus sudah tau bagaiamana pemetaan politik internal dari 
bakal calon. Dan ukuran yang lainnya tes fit and propertes. Dan yang 
pasti yaitu menyampaikan langsung komitmennya politik dengan 
kami.”  
Menurut Bapak Imam Santoso (selaku Wakil Ketua Bidang 
Komunikasi Politik DPC PDI Perjuangan Kabupaten Brebes) pada 30 
Desember mengatakan :  
”Di partai kan ada namanya panitia penjaring dan penyaringan dan 
partai biasanya meminta bantuan konsultan politik untuk membantu 






- Pelaksanaannya dari kapan pemilihan itu pak?  
“Kalo dari kapannya.. dari 2016 juga sudah melakukan yang 
namanya proses penjaringan dari masing-masing elemen yang ada di 
masyarkat”.  
- Termasuk bukan anggota partai?  
“Iya termasuk bukan anggota partai politik juga kita menerima 
semuanya”. 
Menurut Ibu Retno Widayanti (selaku Sekretariat DPC PDI 
Perjuangan Kabupaten Brebes) ) pada 4 Januari mengatakan :  
“Untuk waktu kapannya itu, pada saat 2016 beberapa kandidat 
sudah muncul namun tentu itu hanya masih sebuah isu. Namun isu 
yang paling santer terdengar jelas petahana”.  
- Jika proses pemiliha kandidatnya bagaimanan bu?  
“Jadi prosesnya cukup panjang. Berhubung saya yang membuat 
berkas pada saat itu. Prosesnya yang pertama adalah tahap dimana 
kita melakukan proses penjaringan. Dan  tahap berikutnya kandidat 
yang memenuhi syarat administrasi kemudian mendapat rekomendasi 
dari DPC ke DPD lalu yang terakhir ke DPP”.  
Berdasarkan wawancara dengan narsumber, dapat disimpulkan bahwa 
secara umum memiliki beberapa tahapan dari beberapa bakal calon. Yang 
pertama adalah tahap penjaringan yang dilakukan PDI Perjuangan dari 





dokumen. Kemudian tahap kedua penyaringan dari bakal calon yang akan 
di verifikasi oleh tim khusus mengenai dokumen yang dari tahap pertama 
sudah di isi. Dan proses itu terjadi dari tahun 2016. Dari semua mekanisme 
yang ada, bakal calon yang nantinya akan menjadi calon bupati dan wakil 
bupati nantinya. Semuanya tergantung keputusan dari DPP mengenai siapa 
yang akan mewakili PDI Perjuangan untuk memenangkan pilkada.  
2. Pertanyaan yang diajukkan peneliti pada narasumber adalah, Berapa 
kandidat pasangan bakal calon pada saat itu? 
Menurut Bapak H. Indra Kusuma, S.Sos (selaku Ketua DPC PDI 
Perjuangan Kabupaten Brebes) pada 29 Desember mengatakan : 
“Pada waktu itu di dalam internal partai memiliki kurang lebih 3 
bakal calon. Tetapi hanya bu Idza dan Pak Narjo yang serius menjadi 
calon bupati, sedangkan lainnya hanya mendaftarkan diri sebagai 
calon wakil bupati”.  
- Yang mendaftarkan diri sebagai calon wakil bupati berapa orang 
pak?  
“Lebih dari 7 (tujuh) orang yang mau menduduki kursi wakil bupati”. 
Menurut Bapak Imam Santoso (selaku Wakil Ketua Bidang 
Komunikasi Politik DPC PDI Perjuangan Kabupaten Brebes) pada 30 
Desember mengatakan :  
“Dari ribuan kader PDIP yang ada di Brebes. Mungkin yang paling 
menonjol beberapa kandidat saja, lainnya hanya meramaikan 





ke sini hanya menggunakan sepeda ada yang menggunakan sandal 
jepit dan ada juga sampai yang membawa sapi”.  
- Pada saat itu yang menonjol siapa pak?  
“Sebenarnya ada 3 dari kandidat calon bupati. Yang paling menonjol 
jelas petahana, baik bu Idza dan pak Narjo. Tapi pada saat itu ada 
juga mas Hadi yang juga memiliki banyak masa pendukung, namun 
beliau meengajukan untuk menjadi wakil bupati. Walaupun akhirnya 
di tengah jalan tidak tahu masalahnya apa kemudian pak Narjo 
meminta untuk turun sebagai wakil bupati yang tadinya mencalonkan 
menjadi kandidat bupati”.  
- Yang satunya siapa pak?  
“Yang satunya pak ketua. Tetapi beliau terhalang oleh regulasi yang 
ada dan tidak dapat melanjutkan ke proses berikutnya”.  
Menurut Ibu Retno Widayanti (selaku Sekretariat DPC PDI 
Perjuangan Kabupaten Brebes) ) pada 4 Januari mengatakan :  
“Dari internal partai saja sudah banyak mas kurang lebih ada 3 
kandidat yang di dukung dari kubu-kubu partai sendiri. Ditambah lagi 
dari kalangan yang bukan kader kita, soalnya kita open melalui media 
pada saat itu. Dan antusias dari masyarakat cukup baik”.  
- Kalo kabar yang saya dengar konon pada saat itu ada pak Narjo 
mencalonkan diri sebagai calon bupati? 
“Ya memang benar mas.. bahkan pada saat itu masa dari kubu pak 





 Berdasarkan wawancara dengan narasumber, dapat disimpulkan 
bahwa gamabaran yang mencalonkan diri sebagai calon bupati yang 
sangat memiliki dukungan banyak hanya 3 (tiga) orang saja. Akan 
tetapi berbanding terbalik dengan calon wakil bupati, yang ternyata 
lebih banyak yang mendaftarkan diri sebagai calon wakil bupati dari 
pada sebagai calon bupati. 
3. Pertanyaan yang diajukkan peneliti pada narasumber adalah, Apa yang 
menjadi indikator dari kandidat PDIP?  
Menurut Bapak H. Indra Kusuma, S.Sos (selaku Ketua DPC PDI 
Perjuangan Kabupaten Brebes) pada 29 Desember mengatakan : 
“Yang pasti harus warga negara indonesia, yang dapat menjadi syarat 
seorang kandidat.” 
- salah satu indikatornya apa pak?  
“Memiliki idiologi yang bisa dikata masuk dengan ideologi partai 
kami. Dapat menjelaskan bagaimana gambarannya mengenai 
kemenangannya dalam pilkada, dan memiliki cita-cita yang sama 
dengan partai kami.” 
Menurut Bapak Imam Santoso (selaku Wakil Ketua Bidang 
Komunikasi Politik DPC PDI Perjuangan Kabupaten Brebes) pada 30 
Desember mengatakan :  
“kita sebagai sektuktural DPC hanya melaksankan tugas dari pusat 
mengenai apa yang di mandatkan dari pusat untuk kami di DPC. 





kriteria PDIP akan melakukan sejumlah fit and proper test dan akan 
dilakukan beberapa survey dari kalangan internal partai”.  
Menurut Ibu Retno Widayanti (selaku Sekretariat DPC PDI 
Perjuangan Kabupaten Brebes) ) pada 4 Januari mengatakan :  
“Jika indikator kandidat itu awalnya masing-masing dari kandidat 
bakal calon yang sudah di saring kemudian di DPP kandidat tersebut 
melakukan fit and propertest dan segala keputusan yang di ambil 
semuanya dari DPP”. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dapat disimpulkan 
bahwa indikatornya adalah menyangkut nilai dari fit and propertest yang 
dilakukan oleh DPP. dan hasil survey dari internal partai juga sangat 
berpengaruh untuk menjadikan sebagai parameter yang ada. Akan tetapi 
dari kandidat bakal calon tersebut harus mendapatkan rekomendasi dari 
DPP jika ingin menjadi calon bupati dan calon wakil bupati.  
4. Pertanyaan yang diajukkan peneliti pada narasumber adalah, Mengapa 
memilih kandidat tersebut?  
Menurut Bapak H. Indra Kusuma, S.Sos (selaku Ketua DPC PDI 
Perjuangan Kabupaten Brebes) pada 29 Desember mengatakan : 
“Pertama karena kita pada saaat itu adalah petahana, dan keduanya 
memiliki power. Dan yang paling penting pasangan ini setelah di 






- Jika keduanya, baik bu Idza dan pak narjo memiliki kekuatan. 
Maka kekuatannya meliputi kekuatan ekonomi atau sosial pak? 
“Kalo masalah ekonomi ya sudah pasti, bu Idza ada di situ. Tapi kalo 
kekuatan sosialkan memang itu ada di diri pak Narjo. Untuk di daerah 
Brebes selatan, secara sosial pak Narjo sangat kuat untuk kita 
mendapatkan banyak suara di daerah Brebes selatan.” 
Menurut Bapak Imam Santoso (selaku Wakil Ketua Bidang 
Komunikasi Politik DPC PDI Perjuangan Kabupaten Brebes) pada 30 
Desember mengatakan :  
“Berbicara masalah pengalaman untuk memerintah Brebes, baik Bu 
Idza dan Pak Narjo sudah berpengalaman untuk memimpin Brebes 
dan sudah berjalan cukup baik di priode pertama. Dan kita melihat 
agar semuanya dapat di lanjutkan oleh petahana”. 
- Program apa yang sudah berjalan?  
“Itu.. adanya perusahaan-perusahaan yang sudah berkerjasama 
dengan pemerintah Kabupaten Brebes. Dan tahun ini akan ada banyak 
lagi pengusaha-pengusaha yang membuka usahanya di Brebes”  
Menurut Ibu Retno Widayanti (selaku Sekretariat DPC PDI 
Perjuangan Kabupaten Brebes) ) pada 4 Januari mengatakan :  
“Bu Idza dan Pak Narjo itu dari awal sudah final. Poin yang paling 
penting mengingat keduanya adalah pasangan petahana jelas sudah 





Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, dapat 
disimpulkan bahwa pasangan Bu Idza dan Pak Narjo sebagai petahana 
memang menjadi point plus dari bakal calon yang lainnya. Dengan 
petahana jelas sudah memiliki gambaran untuk memerintah Kabupaten 
Brebes. Dalam kekuatan ekonomi bu Idza lebih bisa di andalkan, 
sedangkan dari segi kekuatan sosial, pak Narjo memiliki kekuatan 
sosial untuk kemenangan pilkada. Dari awalpun pasangan petahana ini 
sudah di calonkan kembali di pilkada 2017. Dan dari hasil survey yang 
dilakukan oleh  PDI Perjuangan mengasilkan pasangan petahana 
sebagai bakal calon bupati dan wakil bupati.  
5. Pertanyaan yang diajukkan peneliti pada narasumber adalah, Apakah 
yang menjadi calon bupati dan wakil yang terpilih ada intuksi khusus 
dari DPP? 
Menurut Bapak H. Indra Kusuma, S.Sos (selaku Ketua DPC PDI 
Perjuangan Kabupaten Brebes) pada 29 Desember mengatakan : 
“jelas iya... rekomendasi yang menentukan sana (DPP). kita disini 
hanya melaksanakan perintah dari pusat. Jika pusat meminta A ya kita 
harus melakukannya, tidak boleh B”.  
Menurut Bapak Imam Santoso (selaku Wakil Ketua Bidang 
Komunikasi Politik DPC PDI Perjuangan Kabupaten Brebes) pada 30 





“Iya.. semuanya kita harus ikutin intruksi dari DPP mengenai apa 
yang harus kita lakukan sebagai kader yang baik. Tegak lurus intinya 
hari atas ke bawah”. 
Menurut Ibu Retno Widayanti (selaku Sekretariat DPC PDI 
Perjuangan Kabupaten Brebes) ) pada 4 Januari mengatakan :  
“Tepatnya bukan intruksi khusus mas, tapi arahan dari DPP untuk 
kita. dan keputusan  DPC adalah keputusan atas persetujuan dari 
DPP. jadi jika menyangkut masalah partai, kita pasti melaporkan ke 
DPP. tapi beda lagi jika masalah partainya menyangkut internal DPC. 
Kalo ini kan masalah kita semua baik DPC, DPD dan DPP. “ 
Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, dapat 
disimpulkan bahwa apapun yang berhubungan dengan DPC harus 
melalui seizin DPP. Begitu pula dengan calon bupati dan calon wakil 
bupati yang harus terlebih dahulu mendapat sebuah rekomendasi 
ataupun intruksi dari DPP. dan DPC tidak boleh melakukan apapun 
tanpa persetujuan dari DPP. Karena tegak lurus taat dengan peraturan 
yang DPP berikan.  
6. Pertanyaan yang diajukkan peneliti pada narasumber adalah, Sebagai 
mesin politik (kader), bagaimana menyakinkan kader PDIP yang 
bakal calonnya tidak terpilih menjadi calon? 
Menurut Bapak H. Indra Kusuma, S.Sos (selaku Ketua DPC PDI 





“Secara kaderiasi mungkin kita sudah terbiasa mengenai hal seperti 
ini. dan kebanyakan kader kita yang bakal calonnya tidak terpilih 
sebagai calon bupati, mereka justru sebagian besar ikut kedalam tim 
pemenangan”.  
Berarti masih ada kader PDIP yang sakit hati gara-gara kandidat 
tersebut? 
“Ada saja yang seperti itu, kita padahal sudah menyakinkan bahwa 
secara survey apa yang mereka jagokan tidak mememuhi 50% + 1. 
Tetapi masih aja bandel dengan pilihannya, jadi ya sudah apa boleh 
buat. Itu sedah kehendak dari mereka dan kami tidak bisa 
memaksanya. “ 
Jika konflik seperti ini berlanjut sampai pilkada selesai bagaimana? 
“Dalam partai yang besar seperti PDI Perjuangan, konflik seperti ini 
sudah sering terjadi. Tetapi, jika masalah terus berlanjut dan DPC 
tidak bisa mengatasinya. Maka DPP yang akan menyelesaikannya, 
melalui mahkamah partai. Tapi selama saya menjadi ketua belum 
pernah masalah konflik internal disini kemudian di selesaikan di 
pusat.” 
Menurut Bapak Imam Santoso (selaku Wakil Ketua Bidang 
Komunikasi Politik DPC PDI Perjuangan Kabupaten Brebes) pada 30 
Desember mengatakan :  
“Khususnya saya pada saat rapat kepengurusan. Meminta agar semua 





ini, dan mengikhlaskan supaya semuanya baik-baik saja. Karena ini 
juga demi berkelangsungan partai kita”.  
- Lebih banyak yang kecewa atau yang ikhlasnya pak?  
“Kalo yang kecewa banyak, mayoritas dari anggota baru yang baru 
mengenai dunia partai politik. Tetapi jika anggota yang sudah lama ya 
biasa saja. Karena yang nama demokrasi didalam partai ya seperti 
ini. yang terpenting kita harus mengkuatkan saja proses kaderisasinya 
dikalangan anggota baru”.  
Menurut Ibu Retno Widayanti (selaku Sekretariat DPC PDI 
Perjuangan Kabupaten Brebes) ) pada 4 Januari mengatakan :  
“Yang pasti banyak di antara mereka yang kecewa. Tapi jajaran 
struktural DPC DPI Perjuangan selalu mengingatkan mereka untuk 
mengikhlaskan jika jagoan dari mereka tidak terpilih untuk menjadi 
calon bupati atau calon wakil bupati. Karena ini untuk kepentingan 
organisasi bukan untuk kepentingan beberapa kelompok”.  
   Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, dapat 
disimpulkan bahwa sebagai manusia pada mestinya. Beberapa kader 
yang ada di internal partai mereasa kecewa atas apa yang mereka 
dukung untuk menjadi calon bupati dan calon wakil bupati tidak 
terpilih. Namun tidak halnya dengan anggota-anggota yang sudah lama 
di partai politik. Mereka dapat mengikhlaskan walaupun kandidat 
mereka tidak terpilih dan justu mereka membantu untuk memenangan 
pilkada dengan menjadikan anggota-anggota ini sebagai tim suskes 





untuk menyelesaikan konflik internal ini, akan di bawa ke ranah 
mahkamah parta untuk di selesaikan secara organisasi. 
7. Pertanyaan yang diajukkan peneliti pada narasumber adalah, Apakah 
dari partai pengusung mencalonkan diri sebagai wakil calon bupati? 
Menurut Bapak H. Indra Kusuma, S.Sos (selaku Ketua DPC PDI 
Perjuangan Kabupaten Brebes) pada 29 Desember mengatakan : 
“Kalo meminta wakil itu kalo tidak ke partai ya itu ke Bu Idza. Tetapi 
sepanjang kita tahu semua yang mengusung kita meminta untuk posisi 
calon wakil bupati. Tetapi kita melonak karena kita lebih dari 20% 
suara dan itu sudah memenuhi syarat.”  
Menurut Bapak Imam Santoso (selaku Wakil Ketua Bidang 
Komunikasi Politik DPC PDI Perjuangan Kabupaten Brebes) pada 30 
Desember mengatakan :  
“Dari semua partai yang mengusung kami. Semuanya meminta agar 
mereka mendapatkan posisi di calon wakil bupati, itupun udah 
beberapa hari mejelang pendaftaran di KPU. Yang membuat kita 
hampir telat mendaftaran diri.” 
-   Partai pengusung mana yang paling ingin menjadi calon wakil 
bupati pak?  
“Pada saat itu yang sangat paling serius datang dari Golkar yang 
sudah ada pembicaraan khusus dengan Bu Idza. Tetapi PDIP tetap 





Menurut Ibu Retno Widayanti (selaku Sekretariat DPC PDI 
Perjuangan Kabupaten Brebes) ) pada 4 Januari mengatakan :  
“iya.. malahan gara-gara itu kita sempat telat di KPU” 
- Kenapa bisa telat bu?  
“Awalnya kita sudah final mengenai calon tersebut. Tetapi ada 
beberapa partai yang tiba-tiba-tiba meminta untuk menjadi calon 
wakil bupati, dan nama yang pada saat itu di gadang-gadang menjadi 
calon wakil bupati dari Golkar. Mereka meminta untuk di pasangkan 
dengan bu Idza. Tepi dari awal kita udah yakin dengan pilihan kita 
sendiri.” 
  Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, dapat 
disimpulkan bahwa PDI Perjuangan pada saat itu hanya ingin 
mencalonkan sebagai partai yang tidak di dukung oleh partai lainnya. 
Akan tetapi bu Idza pada saat itu dengan inisiatifnya meminta kepada 
parta-partai lain untuk mencari dukungan di pilkada 2017. Namun 
yang ada partai-partai tersebut meminta agar posisi calon wakil bupati 
di berikan kepada partai pengusung. Terutama dari partai Golkar yang 
meminta agar PDI Perjuangan memberikan posisi calon wakil bupati 
ke partai Golkar,  Sehingga yang seharusnya tepat melakukan 
pendaftaran di KPU, akan tetapi yang ada menjadi terlambat secara 
administrasi. 
8. Pertanyaan yang diajukkan peneliti pada narasunber adalah, 





wakil bupatinya tidak terpilih dan semuanya “baik calon bupati dan 
wakil calon bupati” dari PDIP? 
Menurut Bapak H. Indra Kusuma, S.Sos (selaku Ketua DPC PDI 
Perjuangan Kabupaten Brebes) pada 29 Desember mengatakan : 
“Pada saat itu kita sudah percaya diri untuk maju di pilkada. Tetapi 
bu Idza yang kurang percaya diri dan kemudian ke partai-partai 
lainnya untuk mencari dukungan. Kalo kita di DPC tidak menyakinkan 
mereka jika pasangan kita semua yang mecalonkan. Mereka sendiri 
yang meminta sebagai pertai pengusung.” 
Menurut Bapak Imam Santoso (selaku Wakil Ketua Bidang 
Komunikasi Politik DPC PDI Perjuangan Kabupaten Brebes) pada 30 
Desember mengatakan : 
“Walaupun pada H-1 sebelum pendaftaran di KPU kita melakukan 
pertemuan yang di hadiri semua partai pengusung. Pada saat itu kita 
menyekinkan ke masing-masing partai pengusung bahwa kita tetap 
mengusungkan nama Idza Narjo untuk pilkada 2017. Walalupun 
berjalan cukup alot, tetapi semuanya akhirnya menerima keputusan 
dari kami.“ 
Menurut Ibu Retno Widayanti (selaku Sekretariat DPC PDI 





“Dari awal kita rencana tidak ada partai pengusung. Kalo gak salah 
kita sudah memenuhi kouta sebanyak 20%, jadi gak perlu adanya 
partai pengusung. “ 
Terus kenapa tiba-tiba muncul partai pengusung bu?  
“Oh itu.. gara-gara awalnya dari inisiatif dari bu Idza. Yang kurang 
percaya diri pada saat itu. Dan beliau keliling ke partai-partai lain 
untuk mencari dukungan, dan ternyata dukungan yang di dapet 
malahan lebih banyak dari perkiraan. Malahan bisa dikatakan terlalu 
gambot.” 
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dapat disimpulkan 
bahwa awalnya PDIP memang terjun kedalam pilkada 2017 dengan 
kekuatan sendiri tanpa adanya dukungan dari partai lainnya. Akan 
tetapi calon bupati pada saat itu, yaitu ibu Idza Priyanti tidak cukup 
percaya diri dengan kekuatan PDI Perjuangan pada sat itu. Itu yang 
membuat munculnya partai pengusung yang mengusung pasangan Idza 
Narjo. Dan partai pengusung sendiri yang meminta untuk menjadikan 
bu Idza dan pak Narjo menjadi bupati dan wakil bupati, tanpa adanya 







 Tahan pemenangan pilkada  
1. Pertanyaan yang diajukkan peneliti pada narasumber adalah, Apa yang 
menjadi image dominan dari paslon dan partai politik? 
Menurut Bapak H. Indra Kusuma, S.Sos (selaku Ketua DPC PDI 
Perjuangan Kabupaten Brebes) pada 29 Desember mengatakan : 
“Image dominan dari pasangan kita ada pada bu Idza yang 
merupakan wanita sendiri diantara kandidat yang lainnya. Itu 
mangkanya kita jadiin sebagai slogan kita “wadon bae” ya karena itu. 
Walaupun imega perem[uan sebagai pemimpin itu tabu, tapi 
pemimpin kita saja perempuan {bu Mega}, isu seperti ini biasanya kita 
terima dari partai yang berbau agama, walaupun sekarang mereka 
mencalonkan perempuan juga. “ 
- Kalo image dominannya dari pak narjo apa pak?  
“Pak Narjo itu memiliki karismatik sebagai pemimpin yang 
berwibawa. Lihat dari partai pesaing, pak Narjo memliki wibawa 
sebagai pemimpin.  Dan kebetulan pasangan kita asli dari Brebes 
semuanya.” 
Menurut Bapak Imam Santoso (selaku Wakil Ketua Bidang 
Komunikasi Politik DPC PDI Perjuangan Kabupaten Brebes) pada 30 
Desember mengatakan : 
“Yang paling menonjol dari pasangan kami jelas karena kedua 





relawan kami yang berbunyi “wonge dwek”. Karena lawannya 
ada yang dari Tegal.” 
- Berarti ada dua slogan dong pak, yang satu “wadon bae” yang 
satunya “wonge dwek”? 
“Kalo slogan “wadon bae” itu memang slogan dari tim sukses, 
tapi kalo yang “wonge dwek” tiba-tiba dari kalangan masyarakat 
ada saja yang membuatnya.“ 
Menurut Ibu Retno Widayanti (selaku Sekretariat DPC PDI 
Perjuangan Kabupaten Brebes) ) pada 4 Januari mengatakan :  
“Hal yang menjadi nilai lebih dari kandidat kami jelas sosok dari ibu 
Idza mengingat beliau adalah seorang perempuan satunya. Slogan 
kita juga pada saat itu “wadon bae”, ini yang tidak ada pada lawan 
politik kita.” 
- Nah. Kalo image dominan dari partainya apa bu?  
“Semisal partai kami dari dulu memang mendapat citra baik dari 
masyarakat brebes. Jadi yang kita lakukan hanya menjaga citra baik 
kita supaya terus mendapat respon baik dari masyarakat.” 
 Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, dapat 
disimpulkan bahwa iamge dominan dari bu Idza menjadi nilai lebih 
untuk kelangsungan pilkada 2017. Dengan sosok bu Idza sebagai 
perempuan satu-satunya sebagai kandidat dan pasangan dari PDI 
Perjuangan sendiri asli orang Brebes. Itu sudah cukup menjadikan 





2. Pertanyaan yang diakukkan peneliti pada informan adalah, Bagaimana 
cara mengatasi image dominan dari lawan politik? 
Menurut Bapak H. Indra Kusuma, S.Sos (selaku Ketua DPC PDI 
Perjuangan Kabupaten Brebes) pada 29 Desember mengatakan : 
“Lagi-lagi mereka itu menjual agama sebagai pencintran dari mereka 
tetapi pada saat itu saya cuma bilang sama kader-kader kami. 
Bahwasannya kita harus fokus ke tujuan kita hari ini nngapain dan 
besok ngapain. Kita jangan pedulikan lawan kita melakukan model 
kampanye yang seperti apa. Yang penting kita kerja dan menang,gitu 
aja.” 
Menurut Bapak Imam Santoso (selaku Wakil Ketua Bidang 
Komunikasi Politik DPC PDI Perjuangan Kabupaten Brebes) pada 30 
Desember mengatakan : 
“Dari kubu lawan selalu membawa-bawa agama. Mungkin kalo 
bukan di Brebes semuanya akan mudah terprofokasi dengan embel-
embel agama, untung saja di Brebes.“ 
- Cara mengatasinya bagaimana pak?  
“Kita seperti tidak melakukan apa-apa mengenai hal ini. tidak ada 
deklarasi mengenai hal ini di setiap kampanye kita, karena kita 
percaya masyarakat Brebes tidak mudah terprofokasi walaupun itu 
menyangkut masalah agama sekaliupun”. 
Menurut Ibu Retno Widayanti (selaku Sekretariat DPC PDI 





“Berhubungan mereka dari partai agama. Maka pencitraan yang 
mereka buat selalu menyangkut persoalan agama yang ada. Tetapi 
saya mewanti-wanti agar tim saya tidak terpancing dan kita fokus 
menonjolkan apa yang lebih dari kita”. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, dapat 
disimpulkan bahwa iamge dominan dari lawan politik adalah partai 
yang mengusung mereka, yaitu partai yang berbau agama. Tetapi 
untuk mengatasi semua itu di lapangan, PDI Perjuangan memilih fokus 
untuk tidak masuk ke permainan lawan politiknya. Dan memilih untuk 
menonjolkan image dominan dari pasangannya. 
3. Pertanyaan yang diakukkan peneliti pada narasumber adalah, Sebagai 
mesin politik, seberapa pengaruhnya tim sukses dan relawan untuk 
memenangan pilkada saat itu? 
Menurut Bapak H. Indra Kusuma, S.Sos (selaku Ketua DPC PDI 
Perjuangan Kabupaten Brebes) pada 29 Desember mengatakan : 
“Relawan itukan tugasnya untuk membantu. Menyampaikan pesan 
dari calon agar dapat sampai ke masyarakat kita. relawan itu 
mengandung maksud “kadang-kadang rela kadang-kadang ngelawan” 
kalo gak di kasihnya kadang ngelawan, beda kalo orang partai politik 
garisnya udah beda, harus nurut sama atasan partai. “ 
Menurut Bapak Imam Santoso (selaku Wakil Ketua Bidang 
Komunikasi Politik DPC PDI Perjuangan Kabupaten Brebes) pada 30 





“Dilihat dari manapun, mereka sangat penting bagi kita. salah 
satunya disaat pilkada seperti ini, mereka dapat menyampaikan 
kepada masyarakat yang belum tahu mengenai calon bupati. Dari 
relawanlah terkadang kita juga mendapatkan aspirasi-aspirasi dari 
masyarakat untuk di sampaikan kepada calon bupati”.  
- Tapi banyak gak sih relawan yang hanya ikut-ikut tapi 
minimkontribusi? 
“Banyak yang seperti itu.. yang hanya menerima upahnya saja 
tetapi minim kontribusi. Tetapi jika tidak di kasih mereka juga bisa 
membalikan fakta”.  
Menurut Ibu Retno Widayanti (selaku Sekretariat DPC PDI 
Perjuangan Kabupaten Brebes) ) pada 4 Januari mengatakan :  
“Jelas sangat berpengaruh mas. Kalo gak ada tim sukses dan relawan 
dari bu Idza mungkin kita gak mungkin menang telak di pilkada. 
Bahkan dukungan dari partai pengusung kami juga cukup menambah 
kekuatan politik kita pada saat itu.” 
Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, dapat 
disimpulkan bahwa. Sebagai mesin politik, relawan sangat pengaruh 
untuk menjalankan rencana-rencana yang di sampaikan kepada 
masyarakat. Walaupun secara kinerja masih banyak evaluasi. Dan 





4. Pertanyaan yang diakukkan peneliti pada informan adalah, Kampanye 
negatif seperti apa untuk meyerang kelemahan lawan politik pada saat 
itu? 
Menurut Bapak H. Indra Kusuma, S.Sos (selaku Ketua DPC PDI 
Perjuangan Kabupaten Brebes) pada 29 Desember mengatakan : 
“Namanya saja kampanye negatif, pasti tidak baik. Memang semacam  
itu tidak harus dilakukan. Tetapi mungkin jika melakukan pada 
dasarnya karena terpaksa. Kita juga tidak mengajari strategi itu di 
dalam PDI Perjuangan tidak pernah ada. Tetapi jika lawan politik 
memulai dengan kampanye negetifnya. Anggota-anggota yang di PAC 
sama ranting itu kadang ngelawan dan kami sulit untuk mencegahnya 
karena telalu banyak kader yang kurang aktif.”  
Menurut Bapak Imam Santoso (selaku Wakil Ketua Bidang 
Komunikasi Politik DPC PDI Perjuangan Kabupaten Brebes) pada 30 
Desember mengatakan : 
“Saya dan jajaran semua pengurus sangat tidak menyukai hal-hal 
yang berbau profokasi seperti ini. tapi apa boleh buat, dengan kader 
kami di Brebes yang mencapai ribuan, kita sulit untuk mengontrol 
hal-hal seperti ini di kalangan kader-kader di ranting atau anak 
ranting. Kami tidak menyangkal bahwa hal seperti ini ada. Walaupun 
terkadang kami melakukan hal seperti itu karena kami dulu yang di 
serang oleh pihak lawan.”  





“Ya seperti itulah..”  
Menurut Ibu Retno Widayanti (selaku Sekretariat DPC PDI 
Perjuangan Kabupaten Brebes) ) pada 4 Januari mengatakan :  
“Kalo dari pihak kami tidak pernah melakukan kampanye yang seperti 
itu. Tapi justru dari pendukung kami sendiri yang melakuka hal-hal 
seperti itu. Terutama kalo saat kampanye terbuka, jadi kalo ada 
pendukung yang tidak tahu jadi tahu.” 
Contoh kampanyenya seperti apa bu? 
“yang masalah sapi-sapi itu” 
Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, dapat 
disimpulkan bahwa jajaran struktural tidak pernah mengajarkan 
mengenai politik negatif. Namun, PDI Perjuangan tidak menampik 
adanya hal itu. Tetapi yang melakukan politik tersebut yang 
melakukan ada di kalangan pendukung, bukan dari kalangan PDI 
Perjuangan. Politik negetif itu berupa kasus yang pernah dialami oleh 
lawan politik semasa pak Suswono masih menjabat sebagai seorang 
menteri.  
5. Pertanyaan yang diajukkan peneliti pada narasumber adalah, Dalam 
dunia politik tidak semuanya bersifat rasional dan logis. Seperti 
memilih menurut garis primodial,mitos, simbol, dll. Bagaimana tim 
sukses mengatasi faktor-faktor tersebut di lapangan? 
Menurut Bapak H. Indra Kusuma, S.Sos (selaku Ketua DPC PDI 





“Dulu di Brebes itu basisnya PNI dan salah satu yang paling besar 
Jawa Tengah. Nah, karena itu kita punya ikatan dengan masyarakat 
Brebes yang dulunya memang disini sebagai basis dari PNI.”  
- Dan bagaimana cara mengetahui itu dulu basis PNI pak ?  
“Dulu di Brebes itu ada yang namanya panti marhaen, yang sekarang 
hanya menyisahkan TK saja. Itu bukti bahwa pada saat kejayaannya 
PNI sangat besar di kota ini.”   
Menurut Bapak Imam Santoso (selaku Wakil Ketua Bidang 
Komunikasi Politik DPC PDI Perjuangan Kabupaten Brebes) pada 30 
Desember mengatakan : 
“Slogan “wonge dwek” jelas mengandung unsur primodialisme. 
Walaupun itu hanya sekedar tulisan di baliho atau di kaos. Tetapi 
masyarakat yang membacanya bisa jadi terpengaruh dengan kata-
kata tersebut.” 
Menurut Ibu Retno Widayanti (selaku Sekretariat DPC PDI 
Perjuangan Kabupaten Brebes) ) pada 4 Januari mengatakan :  
“Dari awal kita sudah bilang mas. Untuk mengatasi hal seperti itu 
anak-anak ranting selalu mengiangatkan visi dan misi kita dari awal. 
tetapi masyakat Brebes seperti memiliki ikatan yang mungkin sulit 
diungkapkan dan masyarakat pun sudah percaya sama kita selama 
ini.” 
Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, dapat 





ini, disebatkan pada PNI masih ada. Di Brebes sudah menjadi basis 
PNI yang sangat besar, sehingga sampai sekarang masih tersisa basis-
basisnya. Namun untuk sekarang bagaimana anak-anak ranting yang 
melakukan hal yang bersifat seperti ini untuk di sampaikan kepada 
masyarakat Kabupaten Brebes. 
6. Pertanyaan yang diajukkan peneliti pada informan adalah, Jika melihat 
dari budaya politik kita. Maka faktor  logistik sangat berpengaruh 
dalam pemenangan pilkada. Seberapa pentingnya kekuatan logistik 
untuk memenangan pilkada pada saat itu? 
Menurut Bapak H. Indra Kusuma, S.Sos (selaku Ketua DPC PDI 
Perjuangan Kabupaten Brebes) pada 29 Desember mengatakan : 
“Faktor logistik ini adalah faktor yang paling utama untuk 
memenangankan sebuah kursi di pemerintahan. Walaupun semisalnya 
menggunakan PDIP sekalipun. Karena kontribusi dana itu untuk 
kepentingan survey, pelatihan relawan dan kebutuhan saat penugasan, 
dan lain sebagainya.”  
- Berarti kabar yang konon katanya ada dana pemenangan yang harus 
di transfer kepada rekening bendahara DPP benar dong pak? 
“Begini.. itu semua sebagai sebuah komitmen yang di lakukan oleh 
calon bupati atau calon wakil bupati untuk memenangkan pilkada. 






Menurut Bapak Imam Santoso (selaku Wakil Ketua Bidang 
Komunikasi Politik DPC PDI Perjuangan Kabupaten Brebes) pada 30 
Desember mengatakan : 
“Kalau menurut saya pribadi. Itu sebagai faktor utama untuk 
mencalonkan, baik untuk jadi Bupati dan DPRD. Baru di damping 
dengan faktor lainnya.”  
- Faktor lainnya seperti apa pak?  
“Ya.. salah satunya bagaimana kita memlih partai politik mana yang 
perlu kita jadikan sebagai kendaraan politik kita. kalo memilih partai 
politik yang salah, itu sama halnya kita membuang uang kita di laut.” 
Menurut Ibu Retno Widayanti (selaku Sekretariat DPC PDI 
Perjuangan Kabupaten Brebes) ) pada 4 Januari mengatakan :  
“Kalo di bilang penting, penting. Karena kita juga perlu pengadaan 
logistik untuk tim sukses, tim ahli, dan juga elemen-elemen yang lain. 
Jaman sekarang gak mungkin tanpa logisitik. Untuk transpot ke 
Brebes tengah atau Brebes selatan saja kita butuh itu, apalagi jika ada 
kampanye terbuka atau hal yang lain.” 
  Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, dapat 
disimpulkan bahwa pengadaan suatu logistik untuk keperluan pilkada 
memang sangat di butuhkan. Jika tidak kuat dengan logistik maka 
kemenangan dalam pilkada sulit untuk dicapai, dengan adanya logistik 





7. Pertanyaan yang diajukkan peneliti pada narasumber adalah, Ketika 
lawan politik menggunakan politik perut. Apakah tim pemenangan 
menggunakan politik seperti itu?  
Menurut Bapak H. Indra Kusuma, S.Sos (selaku Ketua DPC PDI 
Perjuangan Kabupaten Brebes) pada 29 Desember mengatakan : 
“Kebetulan pada saat itu money politiknya rendah.”  
- Kenapa bisa rendah pak?  
“Karena pak Suswono juga gak mengelurkan uang yang banyak buat 
dana kamapenyenya, jadi kita percaya diri kalo kita bisa 
memenangankan pilkada 2017 tanpa menggunakan uang yang 
banyak.”  
Menurut Bapak Imam Santoso (selaku Wakil Ketua Bidang 
Komunikasi Politik DPC PDI Perjuangan Kabupaten Brebes) pada 30 
Desember mengatakan : 
“Politik seperti itu memang benar adanya. Walaupun pada pilkada 
2017 tidak begitu kuat secara finansialnya, karena kemungkinan 
lawan kita merasa bahwa mereka sudah kalah sebelum 
pertandingan.” 
Menurut Ibu Retno Widayanti (selaku Sekretariat DPC PDI 





“Kalo masalah money politik ada saja mas. Tapi kita tidak pernah 
memaksakan untuk memilih dari partai kita. kita pasrahkan saja ke 
masyarakat, biar masyarakat yang menilai sendiri.” 
Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, dapat 
disimpulkan bahwa yang namanya money politik dalam politik praktis 
di jaman sekarang itu memang kenyataannya benar adanya, dan 
faktanya juga seperti itu. Tetapi dalam setiap pemilihan umum besaran 
yang di keluarkan untuk money politik berbeda-beda, tergantung 
kekuatan money politik dari lawan politiknya.  
V.II Pembahasan  
Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, untuk 
mempermudah dalam memahami hasil penelitian, selanjutnya kemudian 
dikelompokan ke dalam dua bagian pembahasan, yaitu: 
V.II.I Tahap Pencalonan Bakal Calon  
Merujuk pada hasil penelitian, dapat dilihat bahwa strategi pemenangan 
yang dilakukan oleh PDI Perjuangan secara umum, dapat dikatakan sudah sesuai 
dengan teori yang ada. Dari semua teori yang sudah tertera,bahwa dalam tahap ini 
PDI Perjuangan sudah melakukan strategi untuk memenangkan calon kandidat 
yang nantinya akan menjadi kandidat dalam pilkada 2017. Dari sekian bakal calon 
yang mendaftarkan diri untuk menjadi calon bupati dan calon wakil bupati. PDI 
Perjuangan sudah melakukan banyak proses penyaringan, dari proses yang 
pertama dilakukan oleh internal DPC, kemudian di kirim ke DPD, dan yang 





kompleksnya proses yang ada di dalam internal partai politik yang berkuasa. 
Setelah ada yang dianggap pantas, maka DPP memberikan rekomendasi ke DPC 
untuk memilih calon bupati dan calon wakil bupati. Dengan dipilihnya pasangan 
Ibu Idza dan Bapak Narjo, semuanya tidak lepas dengan keputusan pusat. Apa 
yang menjadi keputusan DPP adalah keputusan yang harus di patuhi oleh DPC,  
Kemudian, mengenai hal partai-partai pengusung yang mengusungan 
paslon nomor urut 2 (dua). PDI Perjuangan awalnya sudah memutuskan akan ikut 
pilkada 2017 tanpa partai pengusung. Dengan adanya partai yang ingin bergabung 
ke dalam koalisi, PDI Perjuangan tidak menutup kemungkinan berkoalisi. Dan 
semuanya di serahkan kembali kepada masing-masing partai untuk ikut berkoalisi 
ataupun tidak. Sehingga alternatif terbaik untuk partai-partai tersebut ikut ke 
dalam koalisi PDI Perjuangan untuk memenangkan pilkada 2017.  
 V.II.II Tahap Pemenangan Pilkada  
 Gambaran secara umum, melihat pada hasil penelitian bahwa image 
dominan yang dimiliki oleh paslon nomor urut 2 (dua) ini memiliki 2 (dua) image 
dominan. Yang pertama adalah bagaimana bu Idza sebagai perempuan sendiri 
diantara kandidat lainnya. Sedangkan yang kedua, adalah bagaimana kandidat ini 
adalah asli orang Brebes. Bukan berasal dari daerah yang lain. 
 Dari beberapa mesin politik, sesuai observasi yang sudah dilakukan oleh 
peneliti, menghasilkan bahwa relawan sebagai salah satu mesin politik yang 
sangat berpengaruh terhadap kelangsungan kampanye. Dengan adanya relawan 
ini, visi misi dari pasangan calon dapat tersampaikan dengan baik. Mengenai hal 





politik ini, tetapi yang sering melakukan politik negatif adalah massa pendukung 
bukan dari tim pemenangan.  
 Jika kita tarik secara historis, maka ikatan emosial dengan PDI Perjuangan 
tercipta karena pada saat PNI berkuasa di Kabupaten Brebes. Pada saat itu juga 
Kabuapten Brebes menjadi pusat kekuatan dari PNI di kancah nasional, tepatnya 
pada tahun 1950-an. Itu yang menyebabkan di Kabupaten Brebes pada khususnya 
kekuatan PDI Perjuangan sampai sekarang menjadi partai yang paling mapan di 
Kabupaten Brebes sama detik ini.  
 Sedangkan kepengurusan PDI Perjuangan tidak menepis persoalan 
mengenai adanya kekuatan logistik dan adanya money politik. Kekuatan logistik 
dibutuhkan untuk mengarungi proses pilkada, dari awal sampai ke akhir 






KESIMPULAN DAN SARAN 
VI.I    Kesimpulan  
 Berdasarkan data, fakta, dan informasi hasil penelitian tentang strategi 
politik pasangan Idza Priyanti dan Narjo, dapat diambil kesimpulannya baik 
secara keilmuan maupun praktikal. Kesimpulan ini merupakan sebagian hasil 
temuan dan analisa data-data yang terkait dengan strategi dan upaya pemenangan 
yang dilakukan oleh seluruh elemen yang ada. Kesimpulan ini merujuk kepada 
pasangan Idza Priyanti dan Narjo dalam memenangkan pilkada Brebes 2017.  
1. Pada tahap bakal calon yang ada. Jika dilihat diatas, maka hasil yang menjadi 
pasangan calon nantinya. Berdasarkan rekomendasi dari petinggi partai yang 
berada di pusat. Sementara itu, di sisi lain. PDI Perjuangan terlalu begitu kuat 
di Kabupaten Brebes. Ini yang membuat keseimbangan demokrasi berkurang. 
2. Dengan masih banyaknya kekuatan ekonomi yang digunakan, baik dengan 
perebutan sebagai bakal calon maupun menggunakan kekuatan ekonominya 
pada masa pilkada. Jika ekonomi yang selalu menjadi acuhan disaat pilkada, 
maka bupati dan wakil bupati yang terpilih tidak menutup kemungkinan ada 
suatu yang disebut penggelapan uang di pemerintahan. 
3. Kuatnya PDI Perjuangan di Kabupaten Brebes. Di dasari oleh ikatan 
emosional yang begitu erat, antara masyarakat dan PDI Perjuangan. Hingga 
penelitian ini dibuat, belum ada partai politik di Kabupaten Brebes yang 
sudah satu level dengan PDI Perjuangan.  
4. Kemudian masih adanya money politik. Masih adanya pemberian uang dari 





Brebes sendiri sudah menjadi basis yang sangat kuat dari PDI Perjuangan, 
tetapi masih ada juga money politik.  
VI.II   Saran 
Untuk berada di titik ini. kader-kader PDI Perjuangan pastinya sudah 
berjuangan sangat keras,begitu juga relawan pada saat itu. Semuanya tidak lepas 
dari strategi politik sangat terukur. Namun di sisi lain sebaiknya modal ekonomi 
yang dimiliki oleh masing-masing kandidat bukanlah satu-satunya hal yang 
menjadi tolak ukur untuk memenangkan sebuah pilkada. Tapi juga harus 
mempunyai modal-modal yang lain juga. Dengan itu, masyarakat dapat memilih 
calon bupati dan wakil bupati secara rasional, bukan memilih secara irasional. 
Dengan proses demokrasi yang seperti itu, maka kompetisi, baik pilkada ataupun 
pemilihan DPRD di Kabupaten Brebes lebih seimbang ke depannya. Jika sudah 
tidak ada lagi partai politik yang mendominasi, maka yang diharapkan bagaimana 
Kabupaten Brebes ini dapat berkembang lagi dari beberapa sektor pemerintahan 
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 Tahap pencalonan bakal calon  
 
1. Kapan dan bagaimana proses pemilihan kandidat dari PDIP?  
2. Berapa kandidat pasangan bakal calon pada saat itu? 
3.        Apa yang menjadi indikator dari kandidat PDIP?  
4. Mengapa memilih kandidat tersebut?  
5. Apakah yang menjadi calon bupati dan wakil yang terpilih ada intuksi 
khusus dari DPP? 
6. Sebagai mesin politik (kader), bagaimana menyakinkan kader PDIP yang 
bakal calonnya tidak terpilih menjadi calon? 
7. Apakah dari partai pengusung mencalonkan diri sebagai wakil calon 
bupati? 
8. Bagaimana caranya untuk menyakinkan partai pengusung yang calon 
wakil bupatinya tidak terpilih dan semuanya “baik calon bupati dan wakil 
calon bupati” dari PDIP? 
 
 Tahan pemenangan pilkada  
 
1. Apa yang menjadi image dominan dari paslon dan partai politik? 
2. Dan bagaimana cara mengatasi image dominan dari lawan politik? 
3. Sebagai mesin politik, seberapa pengaruhnya tim sukses dan relawan 
untuk memenangan pilkada saat itu? 
4. Kampanye negatif seperti apa untuk meyerang kelemahan lawan politik 
pada saat itu? 
5. Dalam dunia politik tidak semuanya bersifat rasional dan logis. Seperti 
memilih menurut garis primodial,mitos, simbol, dll. Bagaimana tim 
sukses mengatasi faktor-faktor tersebut di lapangan? 
6. Jika melihat dari budaya politik kita. Maka faktor  logistik sangat 
berpengaruh dalam pemenangan pilkada. Seberapa pentingnya 
kekuatan logistik untuk memenangan pilkada pada saat itu? 
7. Ketika lawan politik menggunakan politik perut. Apakah tim 
pemenangan menggunakan politik seperti itu?  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
